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PEF.ATURAN DAERAH KABUPATtrN KATINGAN

NOMOR i 'i2 TAHUN 2011

TENTANG

BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHITiAT TUH.AN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan agar sesuai

dengan Rencana Tata Ruang Wilayah perlu dilakukan

Fengendalian Pemanfaatan Ruang;

bahwa agar bangunan gedung dapat menjamin keselamatan

penghuni dan lingkungannya harus ciiselenggarakan secara teriib,

diwujudkan sesuai dengan fungsinya, serta dipenuhinya

persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung;

bahwa agar bangunan gedung dapat terselenggara secara tertib

dan terwu.iur{ sesuai Cengan fungsinya. ciiperlukan peran

masyarakat dan upaya pembinaan;

bahwa bei'dasar.xan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf

a, huruf b dan huruf c di atas, periu ditetapkan dengan Peraturan

Daerah;

Undang-Undang Nomoi' 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun

(Lembaran Negara Repuolik indonesia Tahun 1985 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negai'a Republik indonesia Nomor 33i8 );

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan

Permukiman (Lembaran Negara Repubiix lndonesia Tahun 1992

Nonror 23, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia

Nomor 3469);

Unciang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3833);

d.

2.

3.



4. Undang-Undang Nomor 5 iahun iOOZ tentang Pembentukan

Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan' KabuPaten Sukamara'

Kabupaten Lamandau' Kabupaten Gunung Mas' Kabupaten

Pulang Pisau, Kabupaten Murung R'aya dan KabuOatel t':t::

TimurdiProvinsiKalimantanTengah(Lembar,anNegaraRepublik

lndonesiaTahun2002Nomcrls,TambahanLembaran}.tegara

RePublik lndonesia Nomor atAO);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2CC2 tenta'n 
':T'::t 

n"Y3

(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2002Nomor134,

TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor424T\:

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang iernbentukan

PeraturanPerunciang-Undangan{Lembaranl.iegaraRepublik

lndonesia Tahun 200+ Nomor 53, Tarnbahan Lembraran Negara

RePublik lndonesia Nomor 4389);

T.Undang-UndangNomor32Tahun2004tentangPemerintahan
Daerah(LembaranNegaraRepubliktndonesiaTahun2oo4Nomor

l2S,TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor

4437),sebagainranatelahbeberapakaiidiubah.terakhirdengan

Undang-UndangNomorl2Tahun200StentangPerubahanKedua

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia

Tahi.rn 2008 Nomoi 59, Tambahan Lembaran ii-'gara F-epublik

lndonesia Nomor 4M4,\;

B. Undang-Unciang ltomor 3S Tahun 2CC4 tentang Jaian (Lemba''an

Negara R.epublik inciones.ia Tahun 2OO+ ttom or 132, Tambahan

Lernbaran Neg ara Repu-uiik ! ndonesia Nomoi' 4444);

g. Undang-Undang tlomor' 25 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Repubtik lndonesia Tahun 2007 Nomoi' 68,

Tambahan LennL,a:'an Negara Republik lncionesia Nomor +lzi);

10. Undang-Unaang Nomoi-28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daei'ah (Lembaran l-.lega'a Repubiik incicnesia Tahun

2CC.9 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor SOSS);

11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik

tndonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 5o5gl;



t2. peraturan Pemerintah Nomor 28 iahun 2000 tentang Usaha dan

PeranMasyarakatJasaKonstruksi(LembaranNelaraRepublik

lndonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara

Republik lnrJonesia Nomor 3955);

Peraiuran Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang

Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran t'iegara

R.epublik indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran

Negara Republik tndonesia Nomor 3957);

14. Peraiuran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Ljrusan Pemerintahan antara Pemerintah. Pernerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lernbaran

Negara Republik: lndonesia Tahun 2OA7 Nomor 82, Tambahan

Lernbaran Negara Repubiik lndonesia Nomor +l3i);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor a833);

16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten

Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun

2C08);

i7. Peraturan Daerah Nomoi' 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah

Kabupaten Katingan Tahun 2008 F{omor 5) sebagaimana telah

diubah ciengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang

organlsasi dan Tala Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan

(Lembaran Daei.ah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 3);

iB. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan

Peiayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Katingan (Lembaran

Daerah Kabupaten Katingan Tahun 20i0 Nomor 1);

19. Peratui'an Menteri Pekerjaan Umum Nomor }4IPRTIMIIOOT tentang

Pecjcman Teknis lzin Mendirikan Bangunan Gedung;

2A. Peraturan [4enteri Pekerjaan Umum Nomor25/PRT/T\4t2OO7 tentang

Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;

2L. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 2OIPRT/M lz}Cg tentang

Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan.

1?



Den gan Persetrriuan iJersama

DEVI,ANPERWAKILANRAITATDAERAHKABUPATENKAnNGAN
dan

BUPATI KATINGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:PERATURANDAERAHKABUPATENKATINGANTENTANG
BANGUNAN GEDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal {

Dalam Peraturan Daerah iniyang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah Oleh

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asaS otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsif Negara

Kesatuan Republik lndonesia sebagaimana dlmaksud dalarn Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945'

2. pemerintah Daerah adalah Bupatidan Perangkat Daerah sebagai Penyetenggara

Pemerintah Daerah.

3. Dewan Penvakilan Rakyat yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga

perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.

4. BuPatiadalah BuPati Katingan'

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan-

6. Dinas pekerjaan Umum adalah Dlnas Pekerjaan Unum Kabupaten Katingan.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan.

8.KasDaerahadalahKasDaerahKabupatenKatingan....
9. Badan Fenasehat Teknis Bangunan adalah lembaga independen yang

angootanya teidiii ilari para ihli yang bertugas memberikan nasehat, pendapat

dan masukan dalam menilai rancangan, pelaksanaan dan pemanfaatan

bangunan gedung.

10. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi untuk

lempat penyimpanSl, pgrlindungan,, pelaksanaan kegratan yang -qendu[qng

terjadinya aliran uang menyatu dengan tempat kedudukan yang sebagian atau

seluruhnya berada diatas atau didalam tanah dan atau air.



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

r.B.

r.9.

2!.

Bangunan geciung adalah bangunan yang didirikan dan atau diletakkan dalam

suatu lingkungan sebagian atau seluruhnya berada diatas atau didalam tanah dan

atau air secara tetap yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan

kegiatannYa.

Bangunan gedung untuk kepentingan umum adalah bangunan geciung yang

fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan' fungsi usaha'

maupun fungsi sosial dan budaYa'

Bangunangedungfungsikhususadalahbangunangedungyangfungsinya

Fnernpunlai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasionai atau yang

penyeienggaraannya dapat membahayakan masyarakat d! sek-itamya danlatau

mempunyai risiko bahaYa tinggi'

Klasifikasi bangunan gedung adalah klasifikasi dari fungsi bangunan geriung

berdasarkan pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaiatan

teknisnYa.

Bangunan Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan

umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 tahun'

Bangunan semi Permanen adaiah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi

dan umur bangunan dinyatakan antara 5 tahun sampai dengan i5 tahun'

Bangunan sementara/darurat adalah bangunan yang ditinjau darisegi konstruksi

cian unnur bangunan dinyatakan kurang dari 5 tahun'

Kavling/perkarangan adalah suatu perpetakan tanah yang menurut penimbangan

pemerintah Daerah dapat dipergunakan untuk tempat mendirikan bangunan.

Renoana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan (RDTRKP) acialah penjabaran

dari Rencana Ruang Tata Wila,vah Kabupaten/Kota ke dalam renc€na

pemanfaatarr ka"vasan perkotaan.

Rencana tata ruang wilayah kota (RTRWK) adaiah hasil perencanaan tata ruang

wiiayah Kabupaten Katingan yang telah ciitetapkan ciengar-i peraturan daerah.

Rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) adalah panduan rancang bangun

suatu kav.rasarr untuk mengendaiikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana

program bangunan dan iingkungan, i'encana umum dan panduan ''ancangan,

rencana invesiasi, keientuarr pengendalian rencana' dan pecioman pengendalian

peiaksanaan.

Garis Sernpadan Bangunan (GSB) dan Garis Sernpadan Jatai: (GSi) adalah garis

pada halaman pekarangan perumahan yang ditarik sejajar dengan garis as jalan.

tepi sungai, atau as pagar dan merupakan batas antara bagian

kavling/pekarangan yang boleh dibangun dan yang tidak boleh dibangun

bangunan.

zz.



23.

25.

27.

26.

24.

29.

30.

33.

35.

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah bilangan pokok atas perbandingan

antara luas lantaidasar bangunan dengan luas kavling/pekarangan'

Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah bilangan pokok atas perbandingan

antara total luas lantai bangunan dengan luas kavllng/pekarangan'

Koefisien Deerah Hijau (KDH) aciaiah bilangan pokok atas perbandingan iuas

daerah hijai-r dengan !uas kavlingipekarangan'

Tinggi Bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah, dimana

bangunan tersebut diciirikan, sampai dengan titik puncak dari bangunan'

lzin Mendirikan Bangunan (lt\48) adalah izin tertuiis yang ciiberikan daiam

mendirikanlmengubah bangunan oieh Bupati Kating=- eta'r pelabai yang diiunjuk'

lzin Penggunaan Bangunan (lPB) adalah izin yang ciiberikan untuk menggunakan

bangunan sesua!dengan fungsi bangunan yang tertera daiam iMB.

lzin Penghapusan Bangunan (1HB) adalah izin yang diberikan untuk

menghapuskan/merobohkan bangunan seeara total baik secara fisik maupun

secara fungsi. Sesuai dengan fungsi bangunan yang tertera dalam IMB'

Pemegang izin adalah pemegang lzin Mendirikan Bangunan (lMB) baik

perorangan, badan hukum, badan-badan usaha pemerintah/swasta serta badan-

badan sosial tainnya i/ang narnanya dicantumkan daiam sui'ai lzin Mendirikan

Bangunan (lMBi.

Jalan Arteri adalah jaian yang melayani angkutan penumpang/pembagian daerah

dengan ciri-ciri perlalanan jarak jauh, kecepatan tinggi dan jumlah jalan masuk

diba+asi.

Jalan Kolektor adalah jaian yang meiayani angkutan setempat ciengan ciri-cil'i

perjalanan jaekdekat, kecepatan sedang dan jurniah jaian rnasuk dibatasi-

Jalan Lokai adaiah jalan yang meiayani angkutan setempat ciengan eiri-ciri

perjalanan jarak dekat, kecepatan iaia-rata rendah dan jumiah jalan masuk tidak

dibatasi.

Koeflsien Tapat<. Basemen (ICIB) adaiah angka presentase berdasa*an

perbandingan antai'a iuas iapak basemen dan luas tanah oerpetakan/dacrah

perenG"-naan yang dikuasai sesuai rencena iata ruang dan rencana tata

bangr:nan dan lingkungan.

Laik Fungsi adalah suatu kondisi bangunan gedung yang memenuhi persyaratan

administratif dan persyaratan teknis sesuai <iengan fungsi bangunan gedung yang

ditetapkan.

Se*ifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (SLF) adalah sertifikat yang diterbitkan

oleh pemerintah kota kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh

Pemerintah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik

$eca ra ad m inistratif ma upun teknis sebelum pema nfaatannya.

28.

31.

32.

34.
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37. satuan Ruang parkir (sRp) adalah ukuran ruas efektif untuk meletakkan

kendaraan(mobitpenumpang,busftruk'atausepedamotor),termasukruang
bebas dan lebar buka Pintu'

38.Sprinkleradalahadalahsistemkeamananbangunanterhadapbahayakebakaran,

t,-adasaatterjadikebakaranairakandialirkanbaiksecaraotomatismaupun
manualmelaluipipa.pipayangtelahdipasangpadabangunantersebut.

39. Tatud adalah bangunan pendukung yang berfungsi sebagai penahan longsor dan

stabilisasilerenguntukbangunanutamanya,biasanyaterdapatpadabangunan

Pelabuhan dan jalan'

BAB II

FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG

Bagian Kesatu

Fungsi Bangunan Gedung

Pasal 2

(1)FungsibangunangedungdiwilayahKabupatenKatingan,digolongkandalam
fungsihunian'keagamaan,usaha,kantorpemerintah,sosialdanbudayaserta

(2) Hil:::: ni;r"n runssi hunian sebasaimana dimaksud pada avat (1) meliputi

bangunanuntukrumahtinggaltunggai,rumahtinggalderet,rumahsusun,dan

rumah tinggal sementara'

(3) Bangunan gedung fungsi keagamaan sebagai':*^0t.T.",:::: 'l*'':f: "'
meiiputiMesjid,Gereja,Pura,Wihara,KelentengdanBalaiKaharingan/Adat.

(4)Bangunangedungfungsiusahasebagaimanadimaksudpadaayat(1)meliputi

bangunangedung-r,intukperkantoran,perdagangan.perindtistrian,perhotelan,

wisata dan rekreasi' terminal dan pen'liimpanan'

{5iBangunanGedungfungsisosialdanbudayasebagainnanadimaksudpadaayat
(1)meliputibangunangeciunguntukpendiciikan,kebudayaan,pelayanan

kesehatan, laboratorium dan pela'yanan umum'

(b)Bangunangedungfungsikhusussebagaimanadimaksucipadaayat(1)rneiiputi
bangunangeciunguntukreaktornuklir,insialasipertahanandankeamanan,dan

bangunan sejenis yang diputuskan oleh menteri'

i7)Satubartgunangedungdapatmemilikiiebihdarisatufungsi.
(8)Fungsibangunangedungsebagaimanadimaksudpadaayat(1)ditetapkanoleh

tsupatidandicantumkandalamizinrnendirikanbangunan..

(9)Perubahanfungsibangunangedungyangtelahoile]ao|ansebagaimana
dimaksudpadaayat(8)harusmendapaikanpersetujuandanpenetapan
kembalioleh BuPati'



Bagian Kedua

Prasarana Bangunan Gedung

Fasal 3

(1) Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat

dilengkapi prasarana bangunan gedung sesuai dengan kebu'tuhan kinefia

bangunan gedung' 
rahaoaimana dima meliputi :(2') Prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (ii

a. Konstruksi pembatas/penahan/pengarnan berupa pagar, tanggullreiaining

wall, turaP batas kavling/Persii ;

b. Konstruksi penanda masuk lokasi berupa gapure dan gerbang tennasuk

gardu/Pos jaga;

c. Konstruksi perkerasan berupa lalan, lapangan upacara, lapangan oiah raga

terbuka;

d. Konstruksi penghubung berupa jembatan, bax culveft, iernbatan

PenYeberangan;

e.Konstruksikolam/rcseruoirbawahtanahberupakolamrenang'kolam
pengolahan air, rese ruoir bawah tanah;

f. Konstruksimenai'a berupa rnenara antena, menara reseruOir' cerobong;

g. Konstruksi monumen berupa tugu, patung' kuburan;

h. Konstruksi instalasi/gardu berupa instalasi listrik' instalasi

telepon/komunikasi, instaiasi pengolahan;

i. Konstruksi reklame/papan nama berupa billboaid, Dapan ikian, papan nama

(berdiri sendiri atau berupa tembok pagar);

(3) Prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adaiah

konstruksi yang berada menuju lpada iahan bangunan gedung atau kompieks

bangunan gedung.

Bagian Ketiga

Klasifikas! Bangunan Gedung

Pasal 4

(1) Menurut fungsin.va, bangunan di VMlayah Kabupaten Katingan diklas!fikasikan

sebagaiberikut:

a. Bangunan rumah tinggaldan sejenisnya,

b. Bangunan Kelembagaan I kantor,

c. Bangunan Fasititas Umum,

d. BangunanPendidikan,

e. Bangunan Perdagangan &Jasa,



f. Bangunan lndustri,

g. Bangunan Sosial,

h. Bangunan Khusus,

i. Bangunan Rumah Tei'apung dan Panggung'

(2) Menurut umuriiya. bangunan cii wilayah Kabupaten Katingan diklasifikasikan

sebagai berikut:

a. Bangunan Permanen (15 Tahun)'

b. Bangunan semi permanen (5 Tahun - 10 Tahun),

c. Bangunan sementarar'darurat (0 Tahun - 5 Tahun)'

(S) il4enurut witayahnya, bangunan di wilayah F.abupaten Katingan diklasifikasikan

sebagai berikut:

e. Bangunan di kota Klasifikasi l,

b. Bangunan di kota klasifikasi !!,

c. Bangunan dikota klasifikasi lll,

d. Bangunan di kawasan khusus/tertentu,

e. Bangunandi Pedesaan

(4) Menurut lokasinya, bangunan di wilayah Kabupaten Katingan diklas:fikasikan

sebagaiberikut:

a. Bangunan di tepijalan arteri primer,

b. Bangunan ditepiialan arteri sekunder,

c. Bangunan di tepijalan kolekor primer,

d. Bangunan di tepijaian kolektor sekunder,

e. Bangunan ditepijalan lokal primer,

f. 3angunan di tepijalan lokai sekunder,

(5) Menurut luasn,va, bangunan di wilayah Kabupaten Kaiingan diklasifikasikan

sebagai berikut:

a. Bangunan ciengan iuas kurang dari 100 m2,

b. Bangunan dengan luas 100 - 500 m2,

c. Bangunan dengan iuas 50C,- 1000 t*,i2

ci. Bangunan ciengan luas diatas 1000 m2,

(6i Menurut ketinggiannya, bangunan di wilayah Kabupaten Katingan

diklasifikasikan sebagai bei'ikut :

a. bangunan bertingkat rendah (satu s/d dua lantai),

c. bangunan bertingkat tinggi (enai-,r lantai keatas).

(7) Menurut statusnya, bangunan diwilayah Kabupaten Katingan diklasifikasikan

sebagai berikut:



a. Bangunan Pemerintah,

b. Bangunan Swasta.

Pasal 5

(i) pemerintan (abupaten menetapkan fungsi cian kiasifikasi bangunan gedung

dalam dokumen IMB mendirikan bangunan gedung berdasarkan pengajuan

pemohon yang memenuhi persyaratan fungsi yang dimalsud kecuali untuk

bangunan gedung fungsi khusus.

(2) permohonan fungsi bangunan gedung harus rnengikuti RTRWK, RDTRKP ciami

atau RTBL.

BAB III

PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG

Bagian Kesatu

Persyaratan Admin istratif

Paragraf 1

Statrs Hak Atas Tanah

Pasal 6

(1) Setiap bangunan gedung harus dibangun, dimanfaa:tkan, dilestarikan, daruhiau

dibongkar sesuai dengan persyaratan bangunan gedung, yang diatur daianr

Undang-Undang Nomor 28 Tahun z00?tentang Bangunan Gedung dan Peraturan

Pelaksanaan nya, termasuk pedoma n da n stanciar teknisnya ;

(2) Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administrasi agar

bangunan dapat dimanfaatkan sesuai fungsi yang Citetapkan;

(3) Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan teknls, baik persyaratan

iata bangunan gedung layak fungsi dan la,vak- huni, serasi dan selaras dengan

lingkungannYa;

(4) pemenuhan persyaratan teknis disesuaikan dengan fungsi, klasiiikasi. dan tingkat

permanensi bangunan gedung.

Paragraf 2

Status Kepemilikan Bangunan Gedung

Pasai 7

(1) Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administrasi sesuai yang

diatur datam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2@2 teniang Bangunan Geciung,

yang meliPuti :

a. Status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfuatan dari pemegang hak atas

tanah;



b. Status hak penggunaan ruang atas atau dibawah tanah, atau hak

penggunaan ruang ciiatas atau dibawah air;

c. Status kepemilikan bangunan gedung;

d. lzin mendirikan bangunan gedung;

(2\ setiap crang atau badan hukum dapat memiliki bangunan gedung atau bagian

bangunan gedung'

(3) Pemerintah Daerah meiakukan pendataan bangunan gedung untuk keperluan

tertib penataan pembangunan dan pemanfaatan'

Bagian Kedua

P+rcllaraian -leknis

Paragraf t
PersYaratan Tab Bengunan

Pasal I
{1) status kepemilikan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) butir

c, merupakan surat keterangan buKi kepemitikan bangunan gedung yang

dikeluarkan Pemerintah Daerah berdasarkan hasil kegiatan pendataan bangunan

gedung.

(2\ Pendataan terma=uk pendaftaran bangunan, dilakukan pada saat proses

perizinan mendirikan Lrangunan gedung dan secara periodik' yang dimaksudkan

untuk keperluan tertib pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung'

memberikan kepastian hukum tentang status kepemilikan bangunan gedung, dan

sistem info;-mas!.

(ii PersYaratan Peruntukan

kepaciatan. Persiraratan

gedung.

(2') Bangunan gedung fungs! khusus kecuali bangunan geCung fungsi khusus dengan

kriteria te*entu dapat dibangun hanya cii kawasan strategis !"lasional' kawasan

str.ategisprovinsidaniaiaukawasansirategiskota.

Pasal 10

(1) Persyaratan kepaciatan bangunan geciung sebagaimana yang dimaksud dalam

Pasal I ayat (1) merupakan ketentuan maksimal kepadatan rencana yang

ditetapkan untuk lokasi renggang, lokasisedang dan lokasi padat-

(2) Kepadatan rencana untuk lokasi renggang atau KDB 30a/o45o/o.

Pasa! 9

lckasi bangunan gedi.rng meliputi pers'v'aratan

ketinggian <ian persyai'aian iarak b'ebas bangunan



(3) Kepadatan rencana untuk lokasisedang atau KDB 41o/o$Co/o.

(4) Kepadatan rencana untuk lokasi padat atau KDB 60 o/o-75o/o / lebih.

(5) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan insentif kepada pemilik bangunan

gedung yang memberikan sebagian area tanahnya untuk kepentingan umum.

Pasal 11

Persyaratan ketinggian bangunan gedung sebagaimana yang dimaksud daiam Pasal g

ayat (1) merupakan keientuan maksimal ketinggian rencana yang ditetapkan untuk

iokasi rendah, lokasi seCang dan lokasi tinggi.

Pasal 12

(li Persyaratan jarak bebas bangunan gedung sebagaimana yang dimaksut! dalam

Pasal 9 ayat (1) merupakan ketentuan minimal untuk garis sempadan bangunan

gedung, jarak antara bangunan gedung dengan batas-batas persil, jarak antar

bangunan gedung, dan jarak antara as jalan dengan pagar halaman yang

diizinkan.

(2) Garis sempadan bangunan gedung sebagaimana yang dimaksud oada ayat (1)

meliputi garis sempadan bangunan gedung terhadap as jaian, tepi sungai, tepi

pantai, jalan kereta api dan/atau jaringan saluran utama tegangan ekstra tinggi

yang ditetapkan berdasarkan pada pertimbangan keselamatan dan kesehatan

(3) Jarak antara bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap

batas-batas persil ditetapkan dengan ketentuan minimal:

a. Bangunan ditepijalan arteri 25 m;

b. Bangunan di tepijalan kolektor 20 m;

c. Bangunan ditepiialan antar lingkungan (loka!) 15 m;

d. Bangunan ditepijaian lingkungan 10 m;

e. Bangunan di tepijalan gang 7 m; dan

f. Bangunan ditepijalan tanpa perkerasan 4 m.

(4) Jarak antar bangunan gedung sebagaimana dimaksud pacia ayat (1) ditetapkan

dengan ketentuan minimal:

a. Bangunan gedung rendah 10 m;

b. Bangunan gedung sedang 15 m; dan

c. Bangunan gedung tinggi20 m.

(5) Jarak antara as jalan dengan pagar halaman sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan dengan ketentuan minimal:

a. Bangunan di tepijalan arteri 15 m;

b. Bangunan ditepijalan kolektor 10 m;



c. Bangunan di tepijalan antar lingkungan (lokal) 8 m;

d. Bangunan ditepijalan lingkungan 6 m;

e. Bangunan ditepijalan gang 3 m;

f. Bangunan ditepijalan tanpa perkerasan 3 m.

Pasa! f3

Keseimbangan antara nilai sosial budaya Kabupaten Katingan terhadap penerapan

perkembangan arsitektur cian rekayasa, dan/atau yang ditetapkan dalam RDTRKP

dan/atau RTBL meliputi:

a. Kesejarahan:

b. Arsitektur kawasan agraris;

c. Kawasan wisata reiigi;

d. Perkembangan fungsi kota.

(1)

Pasal 14

Persyaratan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) sebagaimana

dimaksud pada Pasal 13 rnerupakan pengaturan persyaratan tata bangunan

yang digunalean cialam pengendalian pemanfaatan ruang suatu kawasan dan

sebagai panduan rancangan kawasan untuk rnewujudkan kesatuan karakter

serta kualitas bangunan gedung dan lingkungan yang bei-kelanjutan.

Rencana tata bangunan dan iingkungan dapat disusun oleh Pemerintah

Kabupaten, masyarakat atau bacian usaha.

Rencana tata bangunan dan iingkungan yang disusun oieh masyai.akat Can

badan usaha har"us mendapat pengesahan elari Pemerintah Kabupaten.

Pasai t5

(1) Se-tiap bangunan gedung dalam memenuhi persyaratan kemampuan untuk

mendukung beban muatan harus direncanakan:

a. Kuat/kokch dengan menglkuti peraturan dan standai'teknis meliputi struldur

bawah dan siruktur atas bangunan gedung;

b. Stabii o'alam memiku! beban/kornbinasi beban meliputi beban muatan tetap

dan/atau beban muatan sementara yang ditimbulkan oleh gempa bumi,

angin, debu tetusan gunung berap! sesua! dengan perafuran pernbebanan

,vang berlaku;

(2)

(3)



c. Memenuhi persyaratan kelayanan (seruiceability) selama umur layanan

sesuaidenganfungsibangunangedung,lokasi,keawetandanaltematif

Pelaksanaan konstruksi nYa'

(2) struktur bangunan gedung harus direncanakan memenuhi persyaratan daktail

agartetaoberdiripadakondisidiambangkeruntuhanterutamaakibatgetaran

gempa bumi.

(3) Ketentuan mengenai standar struktur untuk kuaukokoh' pembebanan dan

ketahanan terhadap gempa bumi dan perhitungan struktumya mengikuti sNl

terkait Yang berlaku'

Fasal fG

persyaratan kelayakan dan keawetan selama umur layanan bangunan gedung harus

dicapai dengan perencanaan teknis meliputi:

a. Karakteristik arsitektur dan lingkungan yang sesuai dengan iklim dan cuaca

musim kemarau dan musim hujan dengan atap oversfek atap dan/atau tuffel;

b.Pelaksanaankonstruksiyangmemenuhispesifikasiteknis,bahanbangunan
yangberstandarteknis,bahanfinishtngdancarapelaksanaan;

c. Pemeliharaan oan Perawatan'

Pasal 17

(1}Sisteinproteksiaktifterhadapapiharusdirencanakandengan:

e.PenyediaanperaiatanpemadamkebakatolllTr€lRU?lberupaalatpemadann

aPi ringan (fire extinguishef);

b. Penyediaan peralatan pemaciam kebakaran otomatis meliputi detektor, aiarm

kebakaran. sprinkler, hidran kebakaran di daiarn dan di luar bangunan

geciung, reseruoirair pemadam kebakaran dan pipa tegak'

i2\ Rumah konstruks! kayu di atas tanah termasuk konstruksi panggung harus

dilengkapi dengan persediaan bahan-bahan untuk pemadam api minimai berupa

karung berisi Pasir'
Pasal 18

(1) Setiap bangunan gedung yang berdasa:,ran letak, sifat geografis, bentuk,

ketinggian, dan penggunaailnya berisiko terkena sambaran petir harus

dilengkapi dengan instalasi penangkal petir'

(2) Penggunaan berisiko sambaran petir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi bangunan gedung atau ruangan yang berfungsi menggunakan

peralatan elektronik dan/atau elektrik'



(3) lnstalasi penangkal petir dalam satu tapak kavling/persil harus dapat melindungi

seluruh bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung di dalam tapak

terseb.ut.

(4) Jenls instaiasi penangkal petir

instansi Yang berwenang'

harus mengikuti ketentuan persyaratan dari

Pasal t9

(1)lnstalasilistrikpetdabangunangeciungdan/atausumberdayalistriknyaharus
direncanakan menrenuhi kebutuh an daya dan beban dengan penghitungan

ieknis tingkat keseiamatan yang tinggi dan kemungkinan risiko yang sekecil-

kecilnYa.

(2'i Perencanaan dan penghitungan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (i)

ciiiakukan dengan sistem yang sesuaidengan fungsi bangunan gedung'

(3)Bangunangedunguntukkepentinganumumharusmenyediakansumberdaya

cadangan yang dapat bekerja dengan selang waktu beberapa menit setelah

padamnya aliran listrik dari sumber daya utama'

(4)Sumberdayautamannenggunakanlistrikdariirrstansiresmioemasoklistrik
(PLN).

(5)SumberdayalistriklainnyayangrlihasilkanSecaramandirimeliputisolarcell,

kincir angin, dan kincir air harus mengikuti pedoman dan standar teknis yang

berlaku-

Pasal 20

setiao bangunan gedung untuk kepentingan unnu!'n atau bangunan gedung

fungsi khusus hai'us ciireneanakan dengan kelengkapan sistem pengamanan

terhadap kemungkinan masuknya sumber ledakan dan/atau kebakaran dengan

@n m a n u s1 (2n I atau denga n peralatan elektroni k'

pengamanan dengan ca:"a manual sebagaimana dimaksud pada ayat (i)

eiiiakukan dengan pemeriksaan terhadap pengunjung dan barang bawaannya'

Pengamanan Cengan peralatan elektronik sebagaimana dimak-sud pada ayai (1)

diiakukan dengan menggunakan detektor dan close circuit televislan $cTv'

Pasal 21

(1) Persyaratan kcsehatan bangunan gedung meliputi persyaratan sistem

penghawaan, persyaratan sistem pencahayaan, pei'syaratan sistem sanitasi'

dan persyaratan penggunaan bahan bangunan gedung'

(1)

(2)

(r)



(2) Persyaratan sistem penghawaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Ventilasialami;

b. Ventilasi mekanik/buatan'

(3)Persyaratansistempencahayaansebagaimanadimaksudpadaayat(1)
meliPuti:

a. PencahaYaan aiami;

b. Pencahayaan buatan' termasuk pencahayaan darurat'

(4) Persyaratan sistem sanitasisebagalrnana dirnaksud pada ayat (i) meliputi:

a. Sistem air bersih/air minum;

b.Sistempembuanganairkotordan/atauairllmbah;

c. Sistem pembuangan kotoran dan sampah;

d. Sistem penyaluran air hujan 
rna ciimaksud

(5)Persyaratanpenggunaanbahanbangunangedungsebagairnu

Pada aYat (1) meliPuti:

a.Penggunaanbahanbangunanyangamanbagikesehatanpengguna;

b.Tidakmenimbulkandampaknegatffterhadaplingkungan'

Pasal22

(1) Bangunan gedung dalarn memenuhi persyaratan sistem sanitasi air bersihlair

minum sebagaimana dimaksud ciaiam Pasal 21 ayal (4) hurut a harus

direncanakan: 
-,_

a.Mempertimbangkansunnberairbersih/ai;'nninumbaikciansumberair
berlangganan, danlatau sumber air lainnya;

b. Kualitas air bersih./alr minum yang memenuh! persyaratan kesehatan;

c. sistem penampungan yang mernenuhikelayakan fungsi bangunan gedung;

d.Sistemdisti"ibusiuntukrnemenuhidebitairdantekananminimalsesuai
dengan PersYaratan'

(2)Sttmberairlainnyasebagaimanadimaksudpadaayat(1}dapatberupa:

a. Bak Penampungan air hujan;

b. Sumber mata air gunung'

(3) Pemerintah kota membina penyediaan alr bersih/air minurn sebagaimana

dimaksudpadaayat(2)untukmenjariiairbersih/airminumyangmemenuhi
standar.

Pasal 23

(1) setiap bangunan gedung industri, bangunan gedung untuk kepentingan umum

dilarangmembuangairkotordan/atauairlimbahlangsungkesungaidan/atau

ke laut.



(2) Standar air kotor dan/atau air limbah yang dapat dibuang ke sungai dan/atau ke

laut mengikuti pedoman dan standar teknis yang berlaku'

Pasal 24

Setiap bangunan gedung dilarang membuang sampah cian kotcran ke saluran

kota.

Tata cara perencanaan, pemasangan, dan pengelolaan fasilitas pembuangan

kotoran dan sampah pada bangunan gedung mengikuti pedoman dan standar

teknis Yang berlaku.

Pasal 25

perencanaan bangunan gedung baru dilarang mempengaruhi jaringan cirainase

lingkungan kota hingga menimbi.rtkan gangguan terhadap sistem yang telah ada'

perencanaan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

berupabangunangedungtunggalataumassalpadasatuhamparantanahyang

luas.

Pasal 26

Setiapbangunangedung,kecualirumahtinggaltunggaldan;umahderet

sederhana harus direncanakan menyediakan sarana evakuasi kebakaran

meliPuti:

a. Sistem peringatan bahaya bagi pengguna;

b. Pintu keluar darurat; dan

c. Jalur evakuasi.

Semua pintu keluar ciarurat dan jalur evakuas! hai'us ciiiengkapi dengan tanda

arah yarrg mudah dibaca.

Lift kebakaran dapat berupa tift khusus kebakaran, Itft barang atau lift

penumpangyangdapatdioperasikanolehpetugaspemadamkebakaran.

Bagian Ketiga

PersYaratan Tata Bangunan

Paragrat I

Peruntukan dan lntensiias Bangunan

Peruntukan-Lokasi

PasaE 27

(1) Itembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung harus sesuai dengan

peruntukan lokasiyang diatur dalam :

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)



a. Rencana Tata Ruang Wlayah Kabupaten Katingan'

b.RencanaDetailTataRuangKabupatenKatingan'

c.RencanaTataBangunandanLingkunganuntuklokasiyangbersangkutan;

(2\Peruntukanlokasisebagaimanadimaksudpadaayat(1)merupakanperuntukan

utama, sedangkan apabila pada bahgunan tersebt't terdapat peruntukan

penunjang agar berkonsultasi dengan Dinas Pekerjaan Umum;

(3) setiap pinak yang memerlukan informasi tentang peruntukan lokasi atau

ketentuan tata bangunan dan lingkungan lainnya, dapat memperolehnya secara

cuma-curna pada Dinas Pekeriaan Umum;

(4) Untuk pembangunan di atas jalan umum, saluran, atau sarana !ain, atau yang

melintassaranadanprasaranaiaringankota'ataudibawah/diatasair'ataupada

daerah hantaran udara (transmisi) tegangan tinggi, harus mendapat persetuiuan

khusus dari Bupati;

Koefisien Dasar Bangunan (KDB)

-Pasal 28

(1) setiap bangunan gedung yang dibangun dan dimanfaatkan harus memenuhi

ketentuan bangui-ran yang diaiur dalam Koeflsien dasar Bangunan yang

ditetapkan untuk lokasi yang bersangkutan;

(2) Koefisien Dasar Bangunan (KDB) ditentukan atas dasar kepentingan perestarian

lingkungan/resapanairpermukaantanahdanpencegahanterhadapbanaya

kebakaran,kepentinganekonomi,fungsibangunan,i<eselamatandan
kenYamanan bangunan;

(3)KetentuanbesarnyaKDBsebagaimanadimaksudpadaayat(1)disesuati<an

denganR.encanaTataRuangKotaatauyangdiaturdaiamRencanaTata
Bangunan dari Lingkungan untuk lokas! yang sudah rnemilikinya' atau sesuai

denganketentuanperaturanperundang.undanganyangberlaku;

(4) seiiap bangunan hanya diperkenankan sebanyak-banyaknya 60 o/o dari luas dari

lahan persil sisanya untuk penghijauan;

(5) Bangunan-bangunan kecuali fiat' yang didirikan di

pertokoan atau perciagangan' luas dengan bangunan

sebanyak-banyakny a 7 Oo/o dari luas persil;

lingKungan bangunan

yang diPei'kenankan

(6)Untukbangunanpertokoanatauperdagangari'seluruhpermui<aan

dapat digunakan untuk denah bangunan jika cukup terseciia cahaya

penghawaan yang baik secara alam maupun mekanis;

(7) Bangunan-bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggai' harus

mempunyai ruang terbuka yang langsung berhubungan dengan udara luar dan

tidak berataP.

iuas persii

aiam dan



(g)Bangunan-bangunanumumharusdikelilingiruang,terbukauntukjalankeluar

pintu darurat, untuk kepentingan kesehatan dan keselamatan umum' mempunyai

halamanparkirdantamanseftaaksesyangleias;

(9) Untuk bangunan-bangunan seperti tersebut di atas' Bupati selaniutnya

menetapkan iuas denah bangunannya;

(10) Pertrmbangan-pertirnbangan iain harus berdasafiarr faror-faktor kesehatan'

keamanan dan keseiamatan umum'

Koefisien Lantai Bangunan {KLB)

Pasa! 29

(1) l<-oetisien Lantai Bangunan (KLB} diteniukan atas dasar kepentingan peiestarian

lingkungan/resapan air permukaan tanah dan penceEahan terhadap bahaya

kebakaran; kepentingan ekonomi, fungsi peruntukan, fungsi bangunan'

keselamatan dan kenYamanan umum;

(2i Ketentuan besamya KLB pada ayat (1) disesuaikan dengan F'encana Tata Ruang

Kota atau sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Koefisien Daerah Hiiau {KDH}

Pasal 30

(1) Koefisien Daerah Hiiau (KDH) drtentukan atas dasar Kepentingan pelestarian

lingkungan/resapan air permukaan tanah ;

(2i Ketentuan besarnya KDH sebagaimana dimaksud pada ayai (1) disesuaikan

dengan Rencana Tata Ruang Kota atau sesuai dengan ketentuan peraturan

pe:"undangan Yang berlaku;

(3) setiap bangunan umum apabila tidak ciitentukan lain. ditentukan KDH minimum

39o/o-

Ketimggian Bangunan

Pasal 3f

(1) Ketinggian bangunan diientukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang;

(2i Untuk ntasing-nrasing lokasi yang beium dibuat tata ruangnya' ketinggian

maksimum bangunan ditetapkan oleh Bupati atau pelabat yang didelegas'tkan

dengan mempertimbangkan lebar jalan, fungsi bangunan, keseiamatan

bangunan, serta keserasian dengan lingkungannya;

(3) Ketinggian bangunan deret maksimum 4 (empat) lantaidan selebihnya harus

beriarak dengan tetangga'



(4)Tinggipagarbataspekarangansepanjangpekarangansampingdanbelakang

untuk bangunan renggang maksimal 3 meter diatas permukaan tanah pekarangan

dan apabila pagar tersebut merupakan dinding bangunan rumah tinggal bertingkat

atau berfungsi sebagai batas sebagai batas pandangan' maka tinggi tembok

maksimai 7 meter dari permukaan pekardngan;

(5)TinggipagarpadaGarisSempadanJalan(GSJ)danantaraGsJdenganGaris
SempadanBangunan(GSB)padabangunanpadabangunanrumahtinggal

maksimal 1.50 meter diatas permukaan tanah, dan untuk bangunan bukan rumah

tinggattermasukbangunanindustrimaksirnal2meterdiataspermukaantanah

perkarangan;

(6)PagarpadaGsJsebagaimanadimaksudpadaayat(5}'harustembuspandang
maksimalsetinggilmeterdiataspermukaantanahperkarangan;

{7) Untuk bangunan-bangunan tertentu Bupati menetapkan lain'

Garis SemPadan

Pasal 32

(1) Garis sempacan pondasi bangunan terluar yang sejajar dengan as jalan {rencana

jalan)tepisungailtepipantaiditentukanberdasarkanlebarialanlrencanajalan/

lebar sungai/kondisi pantai, fungsi jalan dan peruntukan kavlinglkawasan;

(2) Letak garis sempadan pondasi bangunan terluar sebagaimana dimaksud pada

airat (1) dan drtentukan sebagai berikt-r:

a.Sepanjangja|anarteriprimeradalah25mdihitungdariasjalan,

b. sepanlang jalan arteri sekunder aciaiah 20 m dihitung dari as jalan'

c.Sepanlangjalankolektorprimeradalahl5mdihitungdariasjaian,

d'Sepanjangja|ankolektorset<underadalahTmdihitungdariasjalan,

e.Sepanjangjalanlokalpnimeradalahl0mdihitungdariasjalan,

f.Sepanjangjalanloke!sekunderadalah4mdihitungdariasjalan.

(3) Garis sempadan untuk bangunan yang dibangun di bawah permukaan tanah

maksimum berimpit dengan garis sempadan pagaf, dan tidak diperbolehkan

melewati batas Pekarangan;

(4i untuk lebar jalan/sungai -vang kurang dari 5 meier, letak garis sempadan adalah

2,5 nreter dihrtung dari tepi jalan/pagar; 
L _ _:

(5) Letak garis sempadan pondasi bangunan terluar pada bagian samping yang

berbatasan dengan tetangga bila tidak ditentukan lain adalah minimal 2 meter dari

bataskavling,atauatasdasarkesepakatandengantetanggayangsaling
berbatasan;



(6) Garis terluar suatu tritis/oversteck yang menghadap kearah tetangga, tidak

dibenarkan melewati batas pekarangan yang berbatasan dengan tetangga;

Apabila garis sempadan bangunan ditetapkan berimpii ciengan garis sempadari

pagar,cucuranatapsuatutritisioversteckharusdiberitalangdanpipatalang

harus disalurkan sampa ketanah;

(8) Dilarang menemPatkan iobang anginArentilasi{enoela pacia d!ne!ing yang

berbatasan langsung dengan tetangga'

Garis SemPadan Sungai

Pasal 33

(1) Kritena yang digunakan sebagaidasar penetapan gans sempadan sungai' yaiiu:

a. Sungai bertanggul diluar kawasan perkotaan

b. Sungai bertanggul didalam kawasan perkotaan

c. Sungaitidak bertanggul diluar kawasan perkotaan

d. Sungai tidak bertanggul didalam kawasan perkotaan

tzlGarissempadansungaipadasungaibertangguldiluarkawasanperkotaan,
ciitetapkan sekurang-kurangnya 5 meter di sebelah luar sepanjang kakitanggul'

(3) Garis sempadan sungai bertanggul didalam kawasan pertotaan ditel-apk-an

sekurang.kurangnya3meterdisebelahluarkakitanggul.

(4)Garissempadansungaitidakbertanggulciiluarkawasanpert(otaan,ditetapkan

sekurang-kurangnya 50 meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ciitetapkan'

(5) Garis sernpadan sungaitidak bertanggut di kaw'asan perF'otaan' sebagai berikut

a. sungai ysng mempunyai kedalaman sarnpai dengan 3 rn' ditetapkan

sekurang=kurangnya '!c meter :/ang <iihitung dari tepi sungai pada waktu

diteiaPkan'

b. sungai yang mempun-vai kecialaman diantara 3 meter sampai dengar-r 20

meter, ditetapkan sekurang-kurangnya 15 meter -yang dihitung dari tepi

sungai Pada waktu ditetaPkan'

c. sungai yang mempunyai kedalaman iebih dari 20 metei' d'r'retapkan

sekurang.kurangnya30meteryangdihitungdaritepisungaipaciawaktu

ditetaPi<an'

JARAK ANTAR EAT{GUNA!*

Pasa! 34

(1) Tata cara membangun renggang, sisi bangunan yang didirikan harus mempunyai

jarakbebasyangtidakdibangunpadakeduasisisampingkiri,kanandanbagian

belakang yang berbatasan dengan pekarangan sebagaimana diatur dalam

Peraturan Daerah ini.



(2) Tata cara membangun rapat ticlak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) pasal inikecualiiarak batas bagian belakang'

Pasal -35

Facja Bangunan reilggang, jarak bebas samping rnaupun jarak bebas belakang

ditetapxan 4 meter pada iantai dasar, dan pada setiap penambahan lantai' jarak' bebas

ciiatas ditambah 0,5 dari larak bebas raniai dibawahnya sampai mencapai iarak bebas

terjauh" 1?,5 meter, kecuali hang':nan rumah tingga!'

Pasai 36

pada bangunan rapat dari lantai 1 (satu) hingga lantai 4 (empat), samping kiri dan

kanan tidak ada iarzkbebas, sedang untuk lantai selaniutnya harus mempunyai iarak

bebas sesuai ciengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal6T'

Pasa! -1?

(1) Pada bangunan rumah tinggal rBnggang dengan perpetakan yang sudah temtur'

padadenah dasar dan tingkat ditentukan :

a. Jai"ak bebas samping Kiri dan kanan minimal :

1. Rumah ladang atau pedusunan, I meter sepanjang sisi samping

pekarangan untuk bangunan induk dan untuk bangunan turutan 2 meter

sepanjang sisi samping pekaratigan'

2. Rui-nah kebun, 5 meter sepanjang sisi samping pekarangan

3. Rumah besar, lebar dari batas pekar"angan samping 2 meter atau sama

dengan jarak antara GSB dan GSi

4. R.umah sedang, leb,ar dari batas pekarangan samping 2 meter atau sama

dengan jarak antara GSB dan GSJ

5. Rumah kecii, lebar dari batas pekarangan samping 1,50 meter atau sama

dengan jarak antara GSts dan GSJ

b. iarak bebas belakang minimai :

1. Rumah ladang atau pedusunan 10 meter sepanjang sisi belakang

pekarangan dan untuk bangunan turutan 2 meter sepanjang sisi belakang

Pekarangan.

Rumah kebun, 6 meier sepanjang sisi belakang pekarangan

Rumah besai', 5 meter sepanjang sepertiga sisi lebar perpetakan bagian

belakang

4- Rumah sedang, 4 meter sepaniang sepertiga sisi lebar perpetakan bagian

belakang

az-.

3.



b. Rumah kecil, 3 meter sepanjang sepertiga sisi lebar perpetakan bagian

belakang

(2) Pada bangunan rumah tinggal renggang dengan bentuk perpetakan yang tidak

teratur atau perpetakannya belum diatur, maka jarak bebas bangunan ditetapkan

oleh BuPati;

(3) untuk pekarangan yang belum memenuhi perpetakan rencana kota' maka iarak

bebasbangunandisesuaikandenganketentuansebagaimanaciimaksucpada

aYat (1) dan aYat (2)'

Pasal 38

Pada bangunan rapat setiap kelipatan maksimal 15 meter kearah dalam' harus

disediakan ruang terbuka untuk penghawaan dan pencahayaan alami ciengan luas

sekurang.kurangnya6m,,dantetapmemenuhiKDByangberlaku.

Paeal 39

(1) Pada bangunan industri dan gudang dengan tinggi tampak maksimal 6 meter

clitetapkan iarak bebas samping sepanjang sisi samping kiri dan kanan

perkarangan minimal 3 meter serta jarak bebas belakang sepanjang sisi belakang

perkarangannrlninra!5nreterderrgarrnrenrperhatikarrKDBdanKLByang
ditetaPkan daiarn rencana kota;

{2) Tinggi tampak bangunan industri dan gudang yang ,".:tn dari 6 rnetei ditetapkan

jarakbebasnyasebagaimanadimaksuddalamPasaiiS.

Pasal 40

.Iarak bebas antara dua bangunan ciaiam suatu tampak ciiatur sebagai berikut :

a. Dalam hal keduaduanya memiliki bidang bukaan yang saling berhadapan maka

jarak antara dinding atau bidang tersebut minimai 2 kaii larak bebas -vang

ditetaPkan,

b.Dalamhalsalahsatudindingyangberhadapanmei.dpakandindingtembok
tertutup dan yang lain merupakan bidang terbuka daniatau berlubang, maka jai'ak

antara dinding tersebut minimal satu kalijarak bebas yang dite'rapkan'

c. Datam hal ini keduaduani/a memiliki bidang tertutup yang saling berlradapan'

makajai.akdindingterluarminimalsetengahkatijarakbebasyangditetapkan.

?a-qal' 44'

Dalam haljarak antara GSB dan GSJ kurang dari iarak bebas yang ditetapkan' rnaka

iarak bidang tannpak terluar dengan GSJ pada lantai kelima atau lebih minimal sama

dengan iarak bebas yang ditetapkan'



Pasal 42

(1) Untuk mendirikan bangunan yang menurut fungsinya menggunakaR, menyimpan

atau memproduksi bahan peledak dan bahan-bahan lain yang bersifat mudah

meledak dapat diberikan izin apabila :

a. Lokasi bangunan terletak dilingkungan perumahan atau jai'ak minimal 50

meterdarijalanurnumdanbangunanlaindisekitam,va;

b. Lokasi bangunan seluruhnya dikeliiingi pagar pengamanan yang kokoh

dengan tinggi minimal 2,5 meier. rdang terbuka dan pintu depan harus

ditutupdenganpintuyangkuatdengandiberipapanperingatan:

c. Bangunan yang didirikan tersebut diatas harus terietak pada iarak minimai 10

rneterdaribatas-bataspekarangandanl0meterdaribangunanlainnya;

d. Bagian dinding yang terlemah ciari bangunan t'ersebut di arahkan ke daerah

yang allran.

(2)Bangunanyangmenurutfungsinyamenggunakan,menyimpanataumemproduksi

bahanradioaktif,racun,mudahterbakarataubahan.bahanlainyangberbahaya,

harusdapatmenjaminkeamanan,keselamatansertakesehatanpenghunidan

iingkungannYa-

Pasai 43

(1) Pintu pagar pekarangan dalam keadaan terbuka tidak boleh melebihiGsJ'

(2)Letakpintupeka!"anganuntukkenciaraanbermotorrodaempatpadapersiisudut

minima! 8 meter untuk bangunan rumah tinggai dan 20 meter untuk bangunan

bukanrumahtinggaldihitungdarititikbeloktikungan.

(3) Bagi persii P.ecil yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), letak pintu pagar kencaraan bermotor roda empat acialah pada salah satu

ujung batas Pekarangan'

?aragrai 2

Areitektur Bangunan Gedung

Pasal 44

iii Persyaraian arsiteldur .hangunan gedung meiiputi persyaratan penampilan

bangunangedung,iataruangdaiarn,keseimbangan'keserasiandanireselarasan

bangunan gedung dengan lingkungannya serta pertimbangan adanya

keseirnbangan antara nilai-nilai sosial budaya setempat terhadap peneraPan

berbagai perkembangan a rsitektu r da n rekayasa'



(2) persyaratan penampilan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harusmemperhatikanbentukdankarakteristikarsitekturdanlingkunganyangada

disekitamYa/kontekstual'

(3) Persyaratan tata ruang dalam bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

pasai ini harus memperhatikan fungsi iuang arsitektur bangunan gedung eiaa

kehanialan bangunan gedung'

(4) Persyaratan keseimbangan, keserasian dan keselarasan bangunan gedung

denganlingkungannyasebagainranadimaksudpadaayat(1)harus
rnernpertimbangkan terciptanya ;'uang luar bangunan gedung' ruang terbuka hiiau

yang seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya'

Pasal 45

(1) suatu bangunan gudang minimal harus dilengkapi dengan kamar mandi dan

kakus serta ruang kebutuhan karyawan'

(2) Suatu bangunan pabrik minimal harus dilengkapi dengan fasilitas kamar mandi

dan kakus, ruang ganti pakaian karyawan dan tempat penyimpanan barang,

tempat ibadah, kantin, ruang istirahat serta ruang pelayanan kesehatan secara

memadai'

(3)Penempatanfasilitaskamarmandidankakussebagaimanadimaksudpadaayat
(1) dan ayat (2), untuk pria dan wanita harus terpisah'

(4) iumlatr kebutuhan fasilitas penunjang yang harus disediakan pada setiap jenls

penggunaan sesuai kebutuhan dan fungsinya bangunan ditetapkan oleh Bupati'

Pasal 46

(1) setiap penggunaan ruang rongga atap yang luasnya tidak tebih 50 % dari iuas

lantai dibawahnya, tidak dianggap sebagai penambahan tingkat bangunan:

(2isetiapbukaanpacaruangataptidakbolehmengubahsifatdankarakterarsiteHur

bangunannYa.

Pasal 47"

(1i Pacia ruang yang penggunaannya menghasilkan

disediakan iubang hawa dan atau cerobong

menggunakan a!a! bantu mekanis;

asap daniatau gas, har';-e

hawa secukuPnYa kecua!!

(2) Cerobong asap dan/atau gas sebagaimana dimaksud pada ayat ('l)' harus

memenuh! ketentuan tentang standar pencegahan kebakaran'



Pasal 48

(1)Setiapbangunantidakdiperbolehkanmenghalangipandanganlalulintas;

12)Setiapbangunanlangsungatauiidaklangsungtidakdiperbolehkanmengganggu
atau menimbulkan gangguan .keamanan' 

keselamatan umum'

keseimbanganlpelestarianlingkungandankesehataniingkungan;

(3)Setiapbangunanlangsungatautidaklangsungiiciakdiperbolehkan
dibangunberadadiatassungailsaiuranlselokanlparitpengairan;

Paragraf 3

PersyaratanPengendalianDampakLingku*gan
Pasal 49

Setiapbangunanyangtnenimbulkan<iampakterhadapiingkunganyangmengganggu

harus dilengkapi dengan Dokurnen Lingkungan Hidup'

Panagraf 4

Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan

Pasal 50

(1)Persyaratantatabangunanuntuksuatukawasanlebihlanjutakar,ciisusundan

riitetapkan dalam Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL);

(2)DalampenyusunanRTBLPemerintahDaerahakanmengikutisef.akan
masyarakat,pengusahadanparaahiiagarRTBLyangdisusunsesuaidengan

kondisikawasandanmasyarakatsetempat;

(3)RTBLdisusunberciasarkanyangtelah<iitetapkanakanditinjaukembalisetiapS

(lima) tahun dlsesuaikan;

(4)RTBLdiguna.kanuntukpengendalianpemanfaataniuangsuatu
lingkungan/kawasan, menindaklanjuti iencana iata ruang dalam rangka

perwujudankualitasbangunangedungdan|ingkunganyangberkelanjutandari

aspek fungsional, sosial, ekonomi dan lingkungan ,'ang berkeianlutan dari aspek

fungsional, sosia!, ekonomi dan lingkungan bangunan gedung termasuk eFologi'

arsitektural, kontekstua!' can kualitas visuai'

BAB IV

PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 51

(1) penyelenggaraan bangunan, gedung meliputi kegiatan pembangunan

pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran;



(2)Dalampenyelenggaraanbangunangedungsebagaimanadimaksudpadaayat(1)

penyelenggaraanberkewajibanmemenuhipersyaratanbangunangedung;

(SiPenyelenggaraanbangunangedungterdiriataspemilikbangunangedung,
penyedia jasa konstruksi dan pengguna bangunan gedung;

(4)Pemiiikbangunangeciungyangbelumdapaimemenuhiperslaratan
sebagaimanadimaksuddalamPasal5layat(2)tetapharusmemenuhiketentuan

tersebut secara bertahaP'

Bagian Kedua

Pembangunan

Fasal 52

(1) Perencanaan bangunan rumah tinggal satu iantai dengan iuas kurang dari 50 M2

dapat dilakukan oleh orang yang ahli&erpengalaman;

(2) Perencanaan bangunan sampaidengan dua lantaidapat dilakukan oleh orang

yang ahli yang memiiiki sertifikasi;

(3)Perencanaanbangunanleoihdarisatulanta!ataubangunan
bangunanspesifikharusdilakukanolehbadanhukumyangteiah

kualifikasisesuai bidang dan nilai bangunan;

(4i Perencana bertanssung jawab bahwa bangunan v"nl o't*ti:iY:j:':'
\-,, 

,**""rni'fersyaratan teknis dan peratumn peiunding undangan yang berlaku;

(5i Perencanaan bangunan terdlri atas :

a. Perencanaan arsitektur;

b. Perencanaan konstruksi;

c. Perencanaan utilitas'

YangcisertaidenganRencanaKerjadanSyarat.syarat(RKsi-

(6) Ketentuan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1)' a-vat (2i cian ayat (3) tictak

beriaku Oi Perencanaan :

a.Bangunanyangsifatnyasementaradengans-varatbahwaiuasdantingginya

tidax bertentangan ciengan ketentuan yang ditetapkan Dinas Peke4aan umum'

b.Pekedaanpemeliharaan/perbaikanbangunan'antaralain:

1. Memper,baiki bangunan dengan ticiak mengubah konstruksi dan |uas lantai

bangunan;

2.Pekedaanmemplester,memperbalkiretakbangunandanmemperbaiki

laPis lantaibangunan;

3. Memperbaikipenutup atap tanpa mengubah konstruksinya;

4. Memperbaiki lobang cahaya/udara tidak lebih dari 1 m2;

5. Membuat pemisah halaman tanpa konstruksi;

umum, atau

mendaPatlen



(7)

/o\\u/

6. Memperbaiki langit-langit tanpa mengubah jaringan lain'

pengesahan rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum

ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan teknls daritim ahli'

Pengesahan rencana teknis bangunan geciung fungsi khusus ditetapkan oleh

pemerintah pusat setelah mendapat pertiinbangan teknis dari tim ahli,

Keanggotaan tim ahli bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) bersifataditocterdiri dari para ahli yang diperlukan sesuai dengan

kompleksitas bengunan gedung'

Pesai 53

(1) Pelaksanaan pekeriaan mendirikan bangunan sampaidua lantai dapat dilakukan

oleh pelaksana perora*gan yang ahli'

(2i Pelaksanaan pekerlaan menclirikan bangunan dengan luas lebih dari 500 m2 atau

bertingkat lebih ciari dua tantai atau bangunan spesifik harus dilakukan oleh

pelaksanaahliberbadanhukumyangmemilikikualifikasisesuaidengan
peraturan Yang berlaku'

BagEan Ketiga

Pernanfaatan

Pasai 54

(1) Pernanfaatan bangunan gedung dilakukan oleh pernilik atau pengguna bangunan

gedungsetelahbangunangedungtersebutciinyatakanmemenuhipersyaratanlaik
f. r*aai'aull=e!,

tziBangunangedungdinyatakanrnemenuhipersyaratanlaikfungsiapabilatelah
memenuhi PersYaratan teknis ;

(3) Pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan secara berkala pacia bangunan

gedung harus diiakukan agal tetap memenuhi pei'syaratan laik fungsi;

(4) Ketentuan mengena! tata cara pemeiiharaaR, perawatan dan pemeriksaan secara

berkala bangunan gedung mengikuti pedoman teknis dan sesuai standarisasi

nasiona! Yang beriaisu'

Baglan KeemPat

Pelesiarian

Fasa! 55

(1) Bangunan gedung dan lingkungannya yang ditetapkan sebagai cagar budaya

sesual peratura n perund ang-und angan dllindungi dan dilestarlk'an'

(Y/



(2) penetapan bangunan gedung dan lingkungannya yang dilindungi dan ciilestarikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau

pemerintah pusat dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan-

(3) Pelaksanaan perbaikan, pemugaran, perlindungan serta pemeliharaan atas

bangunan gedung dan lingkungannya sebagaimana ciimaksud pada ayat (i)

hanya dapai ciilakukan sepanjang tidak mengubah nilai dan/atau karakter cagar

budaya yang dikandungnYa.

(4) Ferbaikan, pemugaran cian pemanfaatan bangunan gedung dan iingkungan cagar

budaya, dikembalikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan-

{5i K-etentuan mengenai perlindungan dan pelestarian sebagaimana dimaksud pacia

ayat (1) cian ayat (2) serta teknis pelaksanaan perbaikan' pemugaran dan

pemanfaatan mengikuti ketentuan pedoman teknis dan standarisasi nasionalyang

berlaku.

Bagian Kellma

Tertib Bangunan

Pasal 56

Setiap bangunan yang tidak memenuh! ketentuan sebagaimana tercantum dalam

izin mendirikan bangunan dan/atau menggunakan bangunan dibongkar atau

dilakukan penyesuaian sehingga memenuhi ketentuan dalam Peratuian Daerah

ini.

setiap kegiatan membangun termasuk pekedaan instalasi dan perlengkapan

bangunan dengan nnernperhatikan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan

ientang :

a. Keselamatan dan kesehatan;

b. Kebersihan dan keserasian lingkungan;

c. Keamanan dan kesehatan terhadap llngkungan disekitarnya;

C. Peneegahan cian penanggulangan bahaya kebakaran'

Pasal 57

Daerah hantaran udara (transnnisi) tegangan tinggi, letak bangunan minimal 10

meter dari as Jatur tegangan tinggi terluar serta tidak boleh melampaui garis suiut

45 derajat, yang diukur dari as ialur tegangan tinggi terluar;

Atap bangunan dalam lingkungan bangunan yang letaknya berdekatan dengan

bandara udara tidak diperkenankan dibuat dari bahan yang menyilaukan;

(1)

()\

(1)

(2)



(3)Ketinggianbarlgunansebagaimanadimaksudpadaayat(2)tidakdiperkenankan

mengganggu lalu lintas uciara'

(4) Bupati menetapkan keputusan dengan memperhatikan pertimbangan para ahli'

Bagian [<'eenam

Pembongkaran

Pasal 58

(1) Bangunan gedung dapat dibongkar apabila :

a.Tidaklaikfungsidantidakdapatdipefiaiki;

b. Dapat menimbulkan bahaya dalam pemanfaaian bangunan geciung danlaiau

lingkungannya;

c. Tidak memiliki izin mendirikan bangunan'

(2)Bangunangedungyangdapatdibongkarsebagaimanadimaksudpadaayat(1)

huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil

Pengkajian teknis'

(3)Pengkajianteknisbangunangeciungsebagaimanadimaksudpadaayat(2),
kecualiuntukrumahtinggaldilakukanolehpengkajiteknisdanpengadaannya

mer,jadi kewajiban pemilik bangunan gedung'

(4) Pembongkaran bangunan. gedrjng yang mempunyai 
.clampak 

luas terhadap

keselamatanumumdanlingkungandilaksanakanberda:i":-rencanateknis
pembongkaran yang telah disetuiui oleh Bupatl atau pejabat yang dituniuknya

olehnYa. 
-^-^,..,*'

(5) Ketentuan mengenai tata @ta pembongkaran bangunan gedung mengikuti

ketentuan pedoman teknis dan sesuai stan<larisasi nasionar yang berraku.

BAB V

PERIZINAN BANGUNAN

Baglan Kesatu

lzinMendirikanBangunandanMerubahBangunan
Pasai 59

(1)SetiappenyelenggaraanbangunangedungdiwilayahKabupatenKatinganharus

memiliki IMB dan/atau kelayakan bangunan dari Bupaii atau pejabat yang

ditunjuk olehnYa'

(2) selain memiiiki izin dan/atau kelayakan sebagaimana dimaksud pacia ayat (1)

dipenuhi pula ketentuan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan

gedung.



Pasal 60

(1)lMBsebagaimanadimaksuddalamPasalsgayat(1)ditertibkanatassetiap
perencanaanbangunangedungyangtelahmemenuhipersyaratanadministrasi

dan ketentuan teknis bangunan;

t2l xeiayakan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5u ayat fii ditertibkan

aias setiap peiaksanaan' 
lmantaa]11^i"T]*araan 

dan perawatan bangunan

gedung yang memenuhi persyaratan acirninistrasi dan ketentuan teknis

bangunan.

Paragr-ai i
Pe:"syaraian dan Teta Cara Pengaiuan

Pasai 51

izinmendirikanbangunanmerupakanpersetujuanuntukm]lrurankegiatan

membangun atas rencana bangunan gedung yang telah disetuiui;

lzinmendirikanbangunandiberikankepadaorangataubada.:::'*yang
memiiiki hak atas tanah atau yanE di kuasakan atas tanah yang akan didirikan

(1)

(2)

bangunan;

lxf;",ilrrdapatkan izin mendirikan bangunan sebagainiana dimaksrid pada

.r-.. ^^i^h++ .r::nn dittlniuk(3) 
ililT.i]:il,-::"'i";;" 

"r"nr,,= 
kepada tsupati atau pejabat vang ditunj*k

.-: ^it.arr .,onn herhalasan dimana
:lJJ: **'";;rh mendapat persetujuen dari pihak vans berbatasan dimana

lokasi bangunan tersebut akan ciidirikan;
lokasi bangunan terseDur aKarr rrr'rIrr\qrr'

(4itemba.risianiidBsebagaimana6i*2"1.sr'rdpadaayat(1)diaturlebih
dengan Feraturan Bupati:

(5) Permohonanmendapatkan lMBdilampiridengan

a. Gambar Situasi;

b. Gambar Rencana Bangunan;

c.Taiaruangdanperuntukkanbangun=od"npersyaratanGarisSempadan
Bangunan (GSB);

d.Perhnunganstrukturuntukbangunanbertingkat(lebihdari-dualantaD;

e.Datahasiipen-velidikantanahuniukyangdipersyaratkan(sondir):

f. ,Aiemat lokasi bangunan yang akan diciirikan;

g. Advice eamat Yang bersangkutan;

h.DokumeRLingkunganyangmeliputiArdDALatauUKUUPLatauSPPL;

i. Saiinan atau fetocopy butd kepemilikan tanah;

j.Persetujuan/izinpemiliktanahuntukbangunanyangdidirikancliatastanah

Yang bukan miliknYa; 
-r-: r-- ctar

k.Persetuiuanwargasekitar(untukBangunanlndustridanBangunanKhusus);

l. Fotocopyidentitaspemohonyangdilegalisir

l-an!ut,,



Pasai ti2

(1) Pemerintah Daerah mengadakan pemeriksaan atas permohonan IMB yang

diajuran mengenai syarat-syarat administrasi dan teknis menurut ketentuan dari

peraturan. oedoman dan standar vang 111i*l_ .rberikan 
secara

\2,Pemeriksaanterharjappermohonantivngcjaniampirannyadl
cuma-cuma;

(3) Pemerintan Daerah memberikan tanda terima iMB apabiia semua Dersyaratan

administrasi teiah diPenuhi'

(4)Daiamlangkawai<tu2sia6harikerjaseteiahpermohonanditerimaoleh
Pemerintah Daerah menetapkan besamya retribusi yang wajib dibayar

berdasarkan ketentuan yang berlaku, atau menolak permohonan lMii yang

diajukan karena tidak memenuhi persyaratan teknis'

(E) Pemohon membayar retribusi berdasarkan penetapan sebagaimana ciimaksuci

pada ayat (3), untuk IMB yang memenuhi persyaratan teknis;

(6) setelah pemohon melunasi retribusi yang telah ditetapkan sebagaimana

dimaksildpadaayat(4),PemerintahDaerahakanmemberikanSuratlzin
Sementara;

(7)UntukpemohonlMByangdltolak,harusdiperbaikimengikutiketentuanyang

berlaku atau petunjut('petuniuit v"ng ciiberikan Pemerintah Daerah' kemudian

untuk diaiukan kembali'

(1i IMB diberikan

sementara;

Paragraf 2

tzin Mendirikan Bangunan

Fiasai 6a

palinglambat3(tiga)bulansetelahdikeiuarkansuratizln

(2j
,?\

(4)

IMB ditandatangani oleh Bupaii atau pejabat lain yang diturrjuk olehnya;

iiviB berraicu kepacia nama yang tercantum daiam surat iM[i;

a. Pemohon yang selambat.lambatnya 6 (enam) bi,rlan setelah berlakunya iMB

beium rnemuiai peiaksanaan peker;aann'ya ma6a Surat ii"iB nataidengan

senciirinYa;

O. PeruOahan nama Surat ifuiB ciikenakan Bea Baiik i'tama sesuai<iengan

ketentuan Yang berlaku;

tSl i!,iiEi uersifat sementara jika dipandang perlu oleh Bupati dan diberikan iangka

waktu selama-lamanya 3 ffiga) tahun'



Pasal 64

(1) Permohonan, IMB ditolak apabila :

a.Berdasarkanketentuanyangberlakukegiatanberdirinyadanatau
menEgunakanbangunanakanmenimbulkangangguanterhadapketertiban

umum atau merugikan kepeniingan urhum;

b.Persyaratan/ketentuanPeraturanDaerahinitidakdipenuhi;

c.Bangunanyangakandidirikandiataslokasiltanahyangpenggunaannyatidak

sesuaidenganrencanaKabupatenyan-gsudahciitetapkandalamRencana

Umum Tata Ruang WiiaYan KabuPaten;

d.Penggunaanbangunancjapatmenimbulkandampai<negatifterhacap
kesehatan masyarakat serta mengganggu keserasian iingkungan:

e.Bangunanmenggangguialulintas,aliranair(airhujan},cahayaatau
bangunan-i:angunan Yang sudah ada;

f. Sifat bangunan tidak sesuaidengan sekitamya;

g.Tanahbangunanurrtukkesehatan(hygieniciticiakmengiiinkan;

h.Rencanabangunantersebutmenyebabkanterganggunyalalanyangtelah

ciitetaPkan oleh Pemerintah;

i.Adanyakeberatanyangdiajukandandibenarkanolehpemerintah;

j. Lokasitersebut sudah ada rencana Pemerintah;

k,Bertentangandenganperaturanper'Jndang-undang.vangtingkatannyaiebih

tinggi'

PasaE 65

IMB tidak diPerlukan dalam hal :

(i ) i'iembuat iubang-iij-bang vefitliasi'

tidak iebih dari ^' tDZ Cengan sisi

(3)

(4)

penerangan cian sebagainya v-ang iuasnya

temanjang mendatar tidak iebih dan 2 (dua)

\Ll

meter;

MembongkarbangunanyangmenurutpertimbanganDinasPekedaanUmurn

ticlak membaha-vakan;

pemeliharaaniperbaikan bangu nan dengan pertirnbangan Dinas Pek'efi aan umum

tidak rnembahaYakan;

Mendinkan bangunan yang tidak pei,manen untuk memetiharc binatang jinak atau

taman-taman, ciengan syarat-syarat sebagai berikut:

a. Ditempatkan di halaman belakang;

b. Luas ticiak meiebihi i0 (sepuluh) meter persegi cian tingginya tidaK iebih dari 2

(dua) meter,



(5)Mem-buatkoiamhias,tamancianpatung-patung,tiangbenderadihalaman
perkarangan rumah;

(6iMembongkarbangunanyangtermasukciaiamkeiasticiakpermanen;

(7) Mendirikan bangunan sementara yang pendiriannya telah diperoleh izin dari

Bupati untuk paiing iama i lsatu; buian;

(g) Mendirikan perlengkapan bangunan yang pendiriannya telah diperoleh izin

seiama menciirikan bangunan'

Pasal e-G

Bagi siapapun dllarang mendirikan bangunan apabila :

t1i TidaK mempunyai surat izin mendirixan bangunan;

i},t Menyimpang dari ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat lebih lanjut dari izin

mencirixan bangunan;

(3) MenYimPang dari rencana

mendirit<an bangunan;

pembangunan yang menjadi dasar pemberian izin

(4) MenYimPang dari Peraturan

Peraturan Daerah cian atau

Peraturan Daerah ini;

(5) MencliriKan Bangunan ciiatas

kuasanYa Yang sah'

dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam

peraturan iain yang ticiax bertentangan dengan

tanah miiik orang

Pasai 67

(1)Bupatidapaimencabuisuratizinmendirikanbangunanapabila:

a.Daiamwaktu6(enam)bulansetelahtanggalizinitudiberikanpemegangizin

masih belum meiakukan pekerlaan yang sungguh-sungguh dan menyakinkan;

b. Pekeriaan-peke$aan itu terhent! selama 3 (tiga) buian dan ternyata tidak

dilanjutkan sepanjang tidak sesuai dengan IMB;

c. lzin yang telah diberikan itu iernyata didasarkan keterangan-keterangan yang

keliru/Palsu;

d. Penggunaannya ticiak sesuai dengan peruntukkannya;

e.Pembangunanitukemudianternyatamenyimpangdarirencanadansyarat-

sYarat Yang disahkan'

(2i Pencabutan lil4B diberikan dalam bentuk Keputusan Bupati kepada pemegang

izin riisertai dengan alasan-alasannya;

(3)SebelumKeputusansebagaimanadimaksudpadaayat(2)dikeluarkan,
pemegangizinterlebihdahuludiberiperingatansecaratertulisdankepadanya

diberikesempatanuntukmengaiukankeberatan-keberatannya.



Pasal 68

Masa berlaku IMB sepaniang fisik bangunan gedung dan fungsi tidak mengalami

perubahan .

Pasal 69

(1) rvrasa berraku rMB sebagaimana dimaksud daram pasal 80 tidak berlak'u' apabila

daram jangka waktu 6 (enam) burarr sejak diterbitkan, pekeriaan fisik belum

ciiiaksanakan atau pekeriaan terah dilaksanakan tetapi tidak diteruskan <ian

dianggap berupa pekeriaan persiapan'

(2)Pekeriaanfisikyangbelumdilaksanakanatau*'*"1i::::,j:'"*dllaksanakan
tetapitidakditeruskaiidairdiairggapbertipapekerjaanpersiapansebagaimana

dirnaksud pada ayat (1) masa berlaku iMB dapat diperpanjang apab*a ada

pemberitahuandanpermintaanSecaratertulisdaripemegangizin'

(3) Pepaniangan waktu sebagaimana dimaksud pacla ayat (2) diberikan maksimai

untuk2(dua)kalimasaperpanjangandanselanjutnyaizintidakberlaku.

(4)Untukperizinanyangtidakberlakulagisebagaimanadimaksudpadaayat(1}dan
(2)mengajukanizinkembalisebelumpekeriaanpembangunandilaksanakan.

izin Merubah Bangunan

persyaratan yang ditetapkan untui pengajuan izin merobah bangunan antara lain :

A

b.

e

.lu.

e.

f.

MelamPirkan IMB terdahulu'

Fotocopy identitas yang mengajukan'

Fotccopysuratbuktikepemilikantanahataupenguasaanatastanah,

Garnbar rancangan arsitektur bangunan gedung' 
i dirr-rbah

Perhitungandangambarrencanastrukturbangi:nangedungyangakar

Perhitungan dan gambar rensana instalasi bangunan'

Pasal 7i

lzin merubah bangunan tidak diperlukan dalam hei :

(1)Membuatperubahanmendasarpaciaiubang.lubangventiiasi,peneranganciari
sebagainyayangluasnyasesuaidenganstandarisasiyangditentukan;

(2) Pemeiinaraanlperbaikan bangunan dengan ticiak merubah denah, kcnsiruks!

maupunarsitekturdaribangunansemulayangmendapatkanizin;

(3)Mendirikanbangunanyangtidakpermanenuntukmemeliharabinatangiinakatau

taman-taman, dengan syarat sebagai berikut :

e. Ditempatkan di haiaman beiakang



b. Luas tidak melebihi 10 (sepuluh) meter dan tingginya tidak lebih dari 2 (dua)

meter

c.Membuatkolamhias,tamandanpatung-patung,tiangbenderadihalaman

Perkarangan rumah;

d. Mendirikan perlengkapan bangunan'yang

seiama mendirikan suatu bangunan'

pendir-ianni.ra tidak ciiperoieh izin

(1)

Pasal 72

lzin Merubah Bangunan ciapat dicabut apabila :

a. Persyaratan izin yang diajukan seila keterange;': pengaju sebagai dasar

diterbitkan izin, ternyata dikemudlan hari diketahui terbukti ticiak benar'

b. Pelaksanaan pembangunan dan atau penggunaan bangunan gedung

menyimpangdariketentuanataupersyaratanyangtercanturndalamizin

mendirikan bangunan

c. Dalam waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan setelah tanggal izin itu diberikan

pemegangizinmasihbelummelakukanpekerjaanyangsungguh.sungguhdan

menYakinkan;

,J. pelaksanaan peker;aan tetah dihentikan selama g (iiga) bulan berturut-turt'rt

dan tidak dilanjutkan;

e. Terdapat kegagalan struktur akibat kesalahan dalam perencanaan dan atau

akibat force inayoryang dapat membahavakan keamanan dan keselamatan

manusla.

(2)Kepirtusanpencabutanizinmembangunbangunandiberitahukansecaratertulis

kepadapemegangizinclengandisertaiaiasan-alasannYa;

(3) sebeium keputusan cicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan"

pemegang izin teriebih dahuiu diberi peringatan secara tertulis dan kepaclanya

diberi kesernpatan untuk mengajukan keberatannya'

Bagian Keeiua

Permo!:onan Morobohkan Bangunan

Pasai 73

(i) Bupati dapat mernerintahkan kepada pemilik untuk merobohkan bangunan yang

dinYatakan:

a. R.aPuh;

b. MembahaYakan keselamatan umum;

c. Tidak sesuai dengan tata ruang kota dan ketentuan lain yang bedaku'

(2) Pemilik bangunan dapat mengaiukan permohonan untuk merobohkan

bangunannYa;



(3) Sebelum mengajukan permohonan izin merobohkan bangunan pemohon harus

terlebih dahulu minta petunjuk tentang iencana merobohkan bangunan kepada

Dinas Pekerjaan Umum yang meliputi :

a. Tujuan atau alasan merobohkan bangunan;

b. Persyaratan merobohkan bangunan;

c. Cara merobohkan bangunan;

d. Hal-hal lain yang riianggap perlu;

Pasal 74

(i) Perencanaan merobohkan bangunan dibuat oleh perencana bangunan;

{2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:

a. Bangunan secierhana;

b. Bangunan tidak bertingkat'

(3) Perencanaan merobohkan bangunan meliputi:

a. Sistem merobohkan bangunan;

b. Pengendalian pelaksanaan merobohkan bangunan'

Pasal 75

(1) Permohonan Merobohkan Bangunan tp[11g) harus diajukan sendiri secara tertulis

kepada Bupati oleh perorangan atau badan/lembaga dengan mengisi formuiir

yang disediakan oleh Dinas Pekeriaan Umum'

(2) Formulir isian sebagaimana dimaksud pada ayat (i) akan diatur lebih lanjut dalam

Peraturan BuPati.

Pasal 76

(1) Dinas Pekerlaan umurn mengadakan penelitian atas PMB yang <iiajukan

mengenaisyarat'syaratadmlnistrasi,teknikdanlingkunganmenurutperaturan

yang berlaku pada saat PMB diajukan;

{2i Dinas Pekerjaan umum memberikan tanda terima P}'rits apabiia persyaratan

administrasi telah terPenuhi;

(3)DinasPekerjaanUmummemberikanrekomendasiamanatasrencana
merobohkan bangunan apabila perencanaan merobohkan bangunan -vang

diajukan telah memenuhi persyaratan keamanan teknis dan keselamatan

lingkungan.



Pasal 77

(1) Pekerjaan merobohkan bangunan baru dapat dimulai sekurang-kurangnya 6

(enam) hari kerja setelah rekomendasi diterima;

(2) Pekerjaan merobohkan bangunan dilaksanakan berdasarkan cara can rencana

yang disahkan dalam rekomendasi'

Pasal 78

(1) selama pekerlaan merobohkan bangunan <lilaksanakan' pemilik harus

menempatkan salinan rekomendasi merobohkan bangunan beseda iarnpirannya

dilokasipekeriaanuntukkepentinganpemeriksaanpetugas;

(2) Petugas berwenang :

a. Memasuki dan memeriksa tempai pelaksanaan oekerjaan rnero'oohkan

bangunan;

b. Memeriksa apakah perlengkapan dan peralatan yang digunakan untuk

merobohkan bangunan atau bagian-bagian bangunan yang dirobohkan sesuai

dengan persyaratan yang disahkan dalam rekomendasi;

C'Melarangperlengkapan,peraiatancianfirayangdigunakanuntuk
merobohkan bangunan yang berbahaya bagi pekeria, masyarakat sekitar dan

fingkungan,Sertamemerintahkanmentaaticara.@rayangtelahdisahkan

dalam rekomendasi;

PERT',OHONAN BANDING KEPADA DPRD

Pasai 79

Permohonan banding kepada DPRD dikenakan terhadap :

a.KeputusanpenolakanataupencabutansuratizinolehBupati,

b.KeputusanBupatimengenaipenetapanketentuan-ketentuanatausyarat-syarat
bbih lanjut atau penetapan larangan'

(1)

(2)

Fasal 80

permohonan banding oleh yang berkepentingan dilakukan secaia iertulis' dalam

jangka waktu 1 (satu) bulan setelah dikirimn-va Keputusan'

Dalarn keadaan luar biasa Bupati dapat memperpaniang jangka waktu selama-

hmanYa satu bulan.



Pasal 81

Permohonan banding itu harus memuat:

a.Namadantempattinggalyangberkepentinganataukuasanya,

b. Tanggaldan nomor Keputusan yang dimchcn banding'

c.Alasan.aiasanyangmenjadidasarpermohonanbandingitu,

d.PernyataanKeputusanyangdikehendakioleh,vengberkepentingan.

Pasal 82

(1) Bupati membentuk panitia untuk memperslapkan penyelesaian permohonan

banding itu-

(2) Jika pencabutan suatu izin bangunan dinyatakan tidak beralasan oleh dan dengan

Keputusan DPRD, maka izin itu berlaku kembali'

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 83

untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini

ditugaskan kepada Dinas pekerjaan urnum atau kepada pihak lain yang-dituniuk oeit-

Bupati.
BAB VliI

SANKS! TERHADAP PELANGGARAN

Pasal 84

setiap pemilik dan atau pengguna yang tidak memenuhi kewaiiban pemenuhan t-ungsi'

dan atau persyaratan, dan aiau penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana

dimaksud daram peraturan Daerah ini dikena! sanksi administratif dan atau sanksi l

pidana.

Pasal 85

(1) sanksi administratif sebagalmana dimaksud daiam Pasal 89 dapat berupa:

a. Perlngaian tertulis,

b. Pembatasan kegiatan pembangunan'

c. penghentian sementara atau tetap pada pekeriaan pelaksanaan

Pembangunan,

d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung,

e. Pembekuan izin mendirikan bangunan gedung'



(2)

(3)

f. Pencabutan izin mendirikan bangunan gedung'

g. Pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung'

h. Pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung' atau

i. Ferintah pembongkaran bangunan gedung'

selain pengenaan sanksi administrattf sebagaimana ciimaksud pada ayat (1)

dapatdikenakansanksiciendapaiingban,yak.l0%ciarinilaibangunanyang

sedang atau telah dibangun'

Jenis pengeriaan sanksi sebagaimana dimaksuci pacia ayat (1) dan ayat (2)

Citentukan oleh berat dan ringann'va pelanggaran yang diiakukan'

Pasai 86

(liSetiappemilikdanaiaupenggunabangunangeciungyangtidakmemenuhi
ketentuan dalam peraturan daerah ini' diancarn dengan pidana penlara paling

lama3(tiga)tahundanataudendapalingbanyakl0%darinilaibangunanjika

mengakibatkan kerugian harta benda orang lain'

(2)Setiappemilikdanataupenggunabangunangedungdipidanapenjampalingiama

4(empat)tahundanataudendapalingbanyaklSo/odarinilaibangunangedung'
jikakarenanyamengakibatkankecelakaanbagioranglainyangmengakibatkan

caca! seumur hiduP' .."' . '

(3) Setiap pemilik dan atau pengguila bangunan gedung dipidana penjara paling lama

5 (l:ma) Hhun dan atau denda paiing banyak 20o/o dannilai bangunan gedung' lika

mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain-

(4) l]aiam proses peradiian atas tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (i)' ayai

(2)cianayat(3)hakimmemperhatikanpertimbangandaritimahlibangunan

gedung.

(5iPelaksanaailpengenaansanksisebagaimanadirnaksudpadaayat(1),ayat(Z)

dan aya't (3) sesuai ketentuan peraturan yang beriaku'

Pasa! 87

(1) setiap orang atau badan yang karena keialaiannya melanggar ketentuan yang

telah ciitetapkan dalam peraturan daerah ini sehingga mengakibatkan bangunan

gedtrngtidaklaikfungsidapaiciipidanakurungandanataupidanadencia....l

(zt pidana kurungan dan/atau pidana denda sebagairnana dinnaksud ayat (1) meliputi

a.Pidanakurunganpalinglamal(satu)tahundanataupidanadendapaling
banyak 1o/o dari nilai bangunan gedung jika karenanya mengakibatkan

kerugian harta benda orang lain'



(3)

b.PidanakurunganpaiinglamaZ(dua)tahundanataupidanadendapaling
banyakZo/odarinilaibangunangedungjikakarenanyamengakibatkan
kecelakaanterhadaporanglainsehinggamenimbulkancacatseumurhidup,

c.Pidanakurunganpalinglama3(tiga)tahundanataupidanadendapaling
banyakSo/odarinilaibang.rinangedi;ngjikakarerranyamengakibatkan
hiiangnYa n,va!'Ja orang lain'

peiaksanaan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) sesuai ketentuan yang berlaku'

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 88

selain oleh pelabat penyidik Polisi Negara Republik lndonesia' penyidikan atas

tindak pidana peranggaran peraturan Daerah ini dirakukan oleh penyidik Pegawai

Negerisipil(PPNS)dilingkunganPemerintahDaerahyangpengangkatannya

sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Dalam melakukan tugas penyidikan, penyidik Pegawai Negeri sipilsebagaimana

dimaksud Pada aYat (1) berwenang :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseoEng mengenai adanya tindak

pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;

b. tv{eiakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat keiadian dan melakukan

Pemeriksaan;

c. Menyuruh berhent! seseorang tersangka dan rnemeriksa Tanda Pengenai Diri

tersangka;

d. Melakukan penyitaan benda dan ataul surat;

e. Memanggi! seseorang untuk didengar can diperiksa sebagai tersangka atau

saksi;

f. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan

Pemeriksaan Perkara;

g. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk iai penyidik

bahwatidakterdapatbuktiatauperistiwatersebutbukanmerupakantindak

pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada

Fenuntut Umum, tersangka dan ketuarganya'

h,tvlengadakantindakanlainmenuruthukumyangdapat
d iPertanggu ngiawabkan'

/,t \
\ r,f

(2)



BAB X

KETENTUAN LAIN'LAIN

Pasal 89

(1)Untukkawasan-kawasantertentu,denganpeftimbangantert.entu,dapat

ditetapkan peraturan bangunan secara khusus oieh Bupati berdasarkan Rencana

Tata Bangunan dan Lingkungan yang teiah ada; 
jampak penting

(2)Untukjenis,besaran,jumlahlantaiterter:tu,yangmernpunyal(
bagikeselamatanorangbanyakdaniingkungan,perluadanyarekomendasidari

Menteri Pekeriaan Umum sebelum dikeluarkannya iMB'

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9G

(1)BangunanyangtelahdidirikandandigunakansebelumPeraturanDaerahini
berlakudantelahmemilikiizinmendirikanbangunan,makadianggaptelah

mem*iki rMB menurut perafi.rran Daerah ini, kecuali menambah bangunan tidak

sesuai dengan lzin Mendirikan Bangunan semula'

(2)Bagibangunany,n?."|":.:o","o"lumPeraturanDaerahiniberlakudanbelum
memilirisuratlzinMendirikanBangunandalamtempol(satu)tahunterhitung
selaktanggalPengundanganPeraturanDaerahinidiwajibkantelahmemilikiizin
rnendirikan bangunan. penyesuaian bangunan tersebut dengan s-rrarat-syarat

tercantumdalamPeraturanDaerahinidiberikantenggangwai<tu5(tima}tahun.

(a) rzin Mendirikan tsangunan sebagaimana ciimaksud pada ayat {z} diberikan

sepanjanglokasibangunan-bangunansesuaidenganTataRuangvrl.,ilayah
KabuPaten Katingan'

t4) Bangunan yang diperuntukkan secara khusus untuk penangkaran cian budiciaya

waletwajibmengajukanlzinMendirikanBangunandanpersyarataniainnya
denganmemperhatikanstandardteknisyangditentukansertakaiciahbudayadan

kearifran lokai'

(5)Permohcnanyangdilakukarriianbelt.lmdiputuskanakandiselesaikan
berdasarkanketentuan.ketentuanFeraturanDaeranini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9{

Har-har yang berum diatur daram peraturan Daerah ini sepanjang mengenal

peraksanaannya akan diatur kemudian dengan peraturan Bupati dan atau Keputusan

BuPati.



Pasal 92

PeraturanDaerahinimulaiberlakuseiaktanggaldiundangkan.

Aga:. setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan'

DitetaPkan di Kasongan

padatanggal "i 
j;'r-i 2011

BUPAT| KATINGAN
t\
ll\/\

DUWEL RAWING

Diundangkan di Kasongan
2011

RAH
AN,

LADJU

LTMB,ARANDAEFAHKABUPA.TENKATINGANTAHUN20llNCMoR:

SEKR.ETARI



Itr

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAhI KABUPATEN KATINGA.Ni

NOMOR: n'? TAHUN 2011

TENTANG

BANGUNAN GEDUNG

PENJELASAN UMUM

t.SejalandengantelahdisyahkanUndang-undangNomor2STahun2aa2
tentang Bangunan Gedung pada tanggal 16 Desembet 2OO2 yang mulai efektif

berlakul(satu)tahunkemudianperluSegeradisiapkanselainperaturan-
peraturanpelaksanaannyajugaperluditinciaklanjutiolehDaerahKabupaien

denganmenyusunPeraturanDaerahtentangBangunanGedung.

z.PeraturanDaerahyangberlakudiKabupatenKatingansekarangadalah
peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Retribusi Leges dan peraturan

Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Retribtrsi Penyelenggaraan dan

Pengeiolaan Perparkiran. Perkembangan pembangunan gedung cii Kabupaten

Katinganterusmeningkatbaikkuantitasdank.ualitasmaupunkcmpleksiias

tanpaciitunjangdenganperaturanperuncanganyangrnemadaidikuatirkan

akansemakinbanyakpembangunangedungyangtidakmemenuhipersyaratan

baikpersyaratanadministrasimaupunpersyaratanteknls.Dalamupayaini

untuk menunjang pembangunan diperlukan peraturan perunciangan yang ticiak

nnerugikan rakyat. Untuk mengantisipasi hai iersebut Pemerintah Kabupaten

KatinganperluSegeramelakuk.anreviewPerdayangaciasekarang'

3.PeraturanDaerahinidiharapk.andapatmenjaciisa].anacanpedoman
membangunyangjeiasdanresmi,baik-bagimasyarakatpembangundan
pemakaimaupunbagiaparattecr<aitdalernmekanismepernbangunandi

KabupatenKaiingan,sehinggadapatterciptaiklirrtpembangunanyang
melaksanakan cita-cita dan peran sertanya dibidang pembangunan'

4.Sesuaidenganskalanya,tertibbangunanadalahmerupakanunsurdanatau

bagiandaritertiblingkungandimanabangunanmerupakanunsurterpenting

dalam pembinaan dapat disimpulkan bahwa tertib bangunan terdapat aspek

tertib lingkungan dan tertib perkotaan'



Disampingaspektertibbangunan,PeraturanDaerahinidiharapkanpula

meniadi alat kendali bagi laiu pertumbuhan fisik kota' pencegahan terhadap bahaya

kerusakan dan pencemaran lingkungan, pengurangan nilai-nilai estetika, kenyamanan

dan keamanan bangunan, sehingga berbagai investasi fisik dapat mencapai niiai

rnanfaat sebresar-tresarnya, terlirrdungi rlari berbagai rasa kurang an']an serta terhindar

dan ancaman bahaYa L

Karenanyadaiarnmekanismepembangunanmerrujutertibbangunansangat

diperrukan adanya kriteria dan taia cara pengawasan dan pengendalian yang aplikatif

tlan aspiratif daianr ar^ti baik bagi pelaku per'nbangunan ftlaupun aparat pengawas

bersama-sama dapat memahami dan i-nenggunakar': peraturan Daerah ini secara

berdaYa guna dan berhasil guna'

BerdasarkanmaksuddantujuantersebutdiatasrnakaPeraturanDaerahini

disusun dengan mengacu kepada beberapa aspek' yaitu aspek hukum' aspek teknis'

aspekpolitik,aspeksosial/ekonomicienganharapanagarsemuaaspirasidanprakarsa

mem.,angun masyarakat beserta segara permasarahannya dapat dlpee'ahkan'

disalurkan serta dilaksanakan dengan aman, tertib' benar dan bermanfaat'

II. PENJELASAN PASAL DEtIiiI FASAL

Pasal I
CukuP leias

?asal2
AYat (1)

CukuP Jelas

A,'at(2) - .. -:
Rumah tirrggal semeniara adalah bangunan gecung fungsi hunian yang tidak

dihunisecaratetapsepert!asrama,rurnahtamu,danseienisnya.

Ayat (3)

Lingkupbangunangedungfungsikeagamaanuntukbangunanmasjidtermasuk

mushoiia, Can untuk bangunan gereia termasuk kapel'

AYat (4i

Lingkup bangunan fungsi usaha adalah :

a.
i-
U.

c.
)
u,

e.

Perkanto:-an, term asuk kantor ya ng d isewakan'

Perdagangan. sepertiwarung' ioko' pasar' dan me!!;

Perindustrian,sepertipabrik'laboratorium'danperbengkeian;

Perhoteian, seperti wisma, losmen' hotel' motel' dan hostel;

Wisatadanrekreasi,sepertigedungpertemuan.olahraga,anjungan,

bioskoP, dan gedung Pertunjukan;



f. Terminalsepertiterminalangkutan darat, stasiun kereta api' bandara' dan

Pelabuhan laut;

g. Penyimpanan , sepertigudang' tempat pendinginan dan gedung

Parkir

Ayat (5)

CukuP Jelas

Ayat (6)

Bangunangedungfungsikhususadalahbangunanyangfungsinyamempunyal

tingkatkerahasiantinggiuntukkepentingannasionalatauyang
penyeienggaraannya dapat membahayakan masyarakat disekitamya danlatau

mempunyairesikobahayaiingg!,danpenetapannyadilakukanolehMenteriyang

membidangibangunangedungberdasarkanusulanMenteriterkait.

Bangunan instalasi pertahanan misainya kubu-kubu pangkalan-pangkalan

pertahanan (instalasi peluru kendali), pangkalan laut dan pangkalan udara' serta

. depo amunisi. Bangunan instalasi keamanan misalnya laboratorium forensik dan

depo amunisi.

Ayat (7)

Kcmbinasi fungsi dalam bangunan gedung misalnya kombinasi fungsi hunian dan

fungsi usaha, seperti bangunan gedung rumah-toko (ruko)' gedung rumah-kantor

{rukan),apartemen-ma!,danhotet-ma!'atau.klmbinasifungsi-fungsiusaha
seperti bangunan gedung kantor-toko dan hotel-mal'

Ayat (9)

Penetapan fungsi bangunan gedung oleh Pemerintah Daerah diberikan daiam

proses perizinan mendirikan bangunan gedung'

A.yat (i0)

setiap perubahan fungsi bangunan gedung harus diikuti oieh pemenuhan

persyaratan bangunan gedung terhadap fungsi yang baru' dan diproses kembaii

untuk, mendapatkan perizinan yang baru dari Pemerintah Daerah'

perubahan fungsi bangunan gedung temrasuk perubahan pada fungsi yang

Sama,misalnyafungsiusahaperkantoranmenjadifungsiusahaperciagangan

atau fungsi sosiar perayanan pendidikar-r menladi fungsi sosia! perayanarr

kesehatan.

Pasal 3

Ayat (1) sannpai ayat (3) cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

CukuP Jelas



Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Dalam menentukan klasifikasi l,ll,lll dapat dicasarkan pada radius terhadap pusat

kota, dan atau berdasarkan fungsi wiiay'ah, cisb. yang kesemuanya ditetapkan

oleh BuPati Katingan.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

CukuP Jelas

Ayat (7)

CukuP Jelas

Pasal 5

Ayat (1) sampai ayat (2) cukup ielas

Pasal 6

Ayat (1) sampai ayat (4) cukup jelas

Pasa! 7

Ayat (1)

Huruf a

Hak atas tanah adalah penguasaan atas tanah yang eiiwuludkan daiarn bentuk

sertifikat sebagai tanda bukti penguasaan/kepemirikan tanah, seperti hak milik,

h3kgunabangunan(HGB),hakpengelolan,danhakgunapakaistatus
kepemiiikan atas tanah dapat ber-'-:pa sertifikat' girik' pethuk' akte juai beli' riart

akte/bukti kePemilikan lain'

iluruf b

Ein pemanfaaian pada prinsipnya rnempakan persetujuan yang dinyatakan dalam

perjarrjian tertulis antara pemegang hak atas tanah aiau pemllik tanah dan pemitik

bangunan-

Huruf c

status kepemilikan bangunan gedung merupakan surat bukti kepemilikan

bangunan gedung yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil

kegiatan pendataan bangunan gedung'



Dalam hal terdapat pengalihan hak kepemilikan bangunan gedung, pemilik yang

baruwajibmemenuhiketentuanyangdiaturdalamundang-undangini.

Huruf d

lzinmendirikanbangunan(lMB)adalahsuratbuktidariPemerintahDaerah

bahwapemiiikbangunangedungdapatmendirikanbangunansesuaifungsiyang

terah ciitetapkan cian berdasarkan rencana teknis bangunan yang terah disetuiui

oleh Pemerintah Daerah'

A'vat(2) 
- -4-" !'^rran hrrrkttn undang ini

Yangdirnaksuci<iengancrangataubadanhukumdalamundang-

meliputicrang perorangan atau oacian hukum"

Bacian hukum privat antara lain adalah perseroan terbatas, yayasan, badan

usaha yang lain seperti Cr/, firma dan bentuk usah? lainnya, sedangkan badan

hukumpublikantaralainterdiridariinstansiJlembagapemerintah,perusahaan

miliknegara,perusahaanmilikdaerah,perum,perian,danperserodapatpula

sebagai pemilik bangunan gedung atau bagian gedung'

Ayat (3)

yang dimaksud dengan pernerintah Daerah adaiah instansi teknis di Kabupaten

Katingan(DinasPekeriaanUmum/DinasTataKota)yangbenrenangmenangan!

pembinaan bangunan gedung'

Penciataan, termasuk pendaftaran bangunan gedung, dilakukan pada saat proses

per.izinan rnendirikan bangunan dan secara periodik, yang dimaksud untuk

keperluan tertib pembangunan cian pemanfaatan bangunan gedung; memberikan

kepastian hukum ientang status kepemilikan bangunan gedung dan sisiem

informasi. Berdasarkan pendataan bangunaii gedung, sebagai peraksanaan dari

asa pemisahan horizontal, selanjutnya pemiiik bangunan gedung memperoleh

suratbuktikepemiiikanbangunangedungdariPemerintahDaerah.

Pasai 8

Ayat (f ) sampai ayat (2) Cukup jeias

Pasai 9

Ayat (ii sampai at1al(2) Cukup ielas

- Pasal 10

Ayat (1) sampai ayat (5) Cukup jelas



Pasal 11

Cukup ielas

Pasal 12

Ayat (1) sampai avat (5) cukup jcias

Pasal 13

CukuP ielas

Pasal 14

Ayat (1) sampai ayat (3) cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1) sampai ayat (3) cukup ielas

Pasal 16

CukuP jelas

Pasa! 17

Ayat (1) dan aYat (2) cukuP jelas

Pasal 18

Ayat (1) sampai ayat (4) cukup ielas

Pasal 19

Ayat (1) sampai ayat (5) cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1) sampai ayat (3) cukup jelas

Pasal 2{

Ayat (1) sampai ayat (5) cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1) sampai ayat (3) cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1) dan aYat (2) cukuP jelas



Pasal 24

Ayat (1) dan aYat (2) cukuP lelas

Pasal 25

Ayat (1) dan aYat (2) cukuP ielas

Pasal 26

Ayat (1) sampai ayat (3) cukup jeias

?aslat- 27

Ayat (1) sampai ayat (4) cukup jeias

Pasal 28

Ayat (1) sampai ayat (10) Cukup lelas

Pasal 29

Ayat (1) dan aYat (2) CukuP ielas

Pasal 30

Ayat (1) sampai ayat (3) cukup jeias

Pasal 31

Ayat (1) sampai a-vat (7) cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1) sampai ayet (8) cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1) sampai avai (5) cukuo !e!as

Pasai 34

AYat (1) dan aYat (2) cukuP jelas

Pasal 35

CukuP jelas

Paeal 36

CukuP jelas



Pasal 37

Ayat (1) sampai ayat (3) cukup jelas

Pasa! 38

Haiiniberlakuuntukbangunanrumah.tinggal,rumahSusun,pertokoandan
perkantoran deret atau yang selenis

Pasal 39

Ayat (1i dan aYat (2) Cuk-uP jelas

Pasal 40

, yang dimaksuci dengan dindinglbidang terbuka iaiah yang mengandung

bukaan iendela, pintu' teras terbuka dan' lainlain'

EYangdimaksuddengandinding/bidangtertutupialahyangtidak
mengandungbukaansepertidiatas,tapimasihdimungkinkanadanya
jendelaatas(bovenlicht),yangtinggiambangbawahnyatidakkurangdari

1,80 meter dari lantai ruangannya'

Pasal 4t

CukuP jelas

Pasai 42

Ayat (ii dan aYat (2) CukuP ielas

Pasal 43

Ayat (1)CukuP ielas

Ayat (2)

ukuran yang dimaks,ud dalarn ayai inidihitung darititik peryotongan kedua GsB

.a.yat (3i CukuP jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Persyai.atanarsitekturbangunangedungdimaksudkanuntukmenciorong

perwujudan kualitas bangunan gedung dan lingkungan yang mampu

mencerminkan jati diri dari menjadi teladan bagi lingkungannya' serta yang dapat

Secaraarifmengakomodasikannilai.nilailuhurbudayabangsa.



Ayat (2)

pertimbangan terhadap bentuk dan karakteristik arsitektur dan lingkungan yang

ada disekitar bangunan gedung dimaksudkan untuk lebih menciptakan kualitas

lingkungan,sepertimelaluiharmonisasinilaidangayaarsitektur,penggunaan

bahan serta warna bangunan gedunglKontekstuai'

Ayat (3)

CukuP jelas

Ayat (4)

Ruangluarbangunangedungdiwujudkanuntttksekaligusmenciukung
pemenuhanpersyaratankeselamatan,kesehatan,kenyamanan'dankemudahan

b,ai-rgunan ge,iung, disamping untuk mewadahi kegiatan penciukung fungsi

bangunan gedung dan <iaerah hijau disekitar bangunan'

Riiang terbiika hijau diwujudkan dengan memperhaiikan potensi unsur--ijfisur

alamiyangadadatamtapaksepertidanau,sungai,pohon-pohonmenahun,tanah

serta F,eri-riukaai-r taiiah, cian ,iapat treifui-rgsi untuk kepeiiiingaii ekoiogis, sosiai'

ekonomi, serta estetika'

Pasai €
Ayat (i) CukuP jelas

Avat (2)

Bilaged.'-:ngdenpabr,iktersebutterletakdalamsaiukomolekdengan
oengelolaan,makafasilitas-fasiiitasdimaksuddapatdipusatkan

Ayat (3) rlan ai;at (4)

CuxuP jelas

Pasai 46

Ayat (1) dan a'iat {2) CukuP jelas

Pasal 47

Ayat (i) dan au;at (21eux'uP jelas

Pasal 48

A-vat (1) sampai ayat (3i Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

yang dimaksud dengan dampak terhadap lingkungan adalah perubahan yang

sangat mendasar pada suatu lingkungan adalah perubal'12n yang sangat

mendasar pada suatu lingkungan yang diakibatkan oleh suatu kegiatan'



Bangunangedungyangmenimbulkandampakpentinglingkunganadalah

bangunan gedung yang dapat menyebabkan :

a.perubahanpadasifat.sifatfisikdanatauhayatilingkunganyangmelampaui
bakumutulingkunganmenurutperaturanperundang.undangan;

b.perubahanmendasarpadakomponenlingkunganyangmelampauikriteria
yang diakui berdasarkan pertimbangan ilmiah;

c.terancamdan/ataupunahnyaspesies-spesiesyanglangkadan/atau
endemik, dan/atau dilindungi menurut peraturan perundang-undangan atau

kerusakan habitat alaminYa;

d.kerusakanataugangguanterhadapkawasanlindung,sepertihutanlindung,
cagaraiam,tamannasiona!,dansuakamargasatwa)yangditetapkan

menurut peraturan perundang-undangan;

e.kerusakanataupunahnyabenda.bendadanbangunangedungpeninggalan
seiarah Yang bemilaitinggi; 

- a:--

f.perubahanarealyangme{npunyainilaikeindahanalamiyangtinggi;

g.timbulnyakonflikataukontroversidenganmasyarakatdan/ataupemerintah

Ayat (2) sampai dengan ayat (6) Cukup ielas

Ayat (1) sampaidengan ayat (4) Cukup jelas,

Pasai 51

AYat (1)

Kegiatanpeilgawasanbersif.atmelekatpaciasetiapkegiatanpenye|enggaraan
'oangunan geciung'

Ayat (2) OukuP lelas

Ayat (3) 
erundang-

Ketentuan mengenai penyedia jasa konstruksi mengikuti peraturan p

undangan tentang iasa konstruksi'

Ayat (4) 
'l- ---- -^man ' ri akan ciiatur lebih laniut oleh

Pelaksanaan penahapan pemenuhan ketentuan tn

BuPati.

Pasal 52

Ayat (t) sampai dengan ayat (9) Cukup jelas



Pasal 53

Ayat (1) dan aYat (2) CukuP jelas

Pasal 54

l\.,-{ /4\
'-Yqr \ 1/ 

!----^: i^tah rgian dari
YangdimaksudlaikfungsiialahberfungsinyaSe|uruhatauseb(
bangunangedungyangdapatmenjamindipenuhinyapersyaratantatabangunan,

sertapersyaratankeselamatan,kesehatan,kenyamanan,ciankemudahan

bangunan gedung sesuai dengan fungsiyang ditetapkan'

Ayat (2)

suatu bangunan gedung dinyatakan laik fungi apabila telah dilakukan pengkaiian

teknis terhadap pemenuhan seluruh persyaratan teknis bangunan gedung' dan

PemerintahDaerahmengesahkannyadalambentuksertiiikatlaikfungsi

bangunan gedung-

Ayat (3)

Pemeriksaan secara berkala dilakukan pemilik bangunan gedung nnelalui pengkaji

teknis sebagai persyaratan untuk mendapatkan atau perpaniangan sertifikat laik

fungsi bangunan gedui-rg-

Ayat (4) CukuP jelas

Pasal 55

,Ayat (1)

Peraturan perundang-undangan yang terkalt adalah Unciang-uniang tentang

Cagar BudaYa

Ayat (2)

Bangunangedungdaniingkunganyangdiiindungidan,dllestarikanciapatberupa

kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya' atau sisa-sisanya yang berumur

paling sedikit 50 (lima puluh) tahun, atau meurakili masa gaya sekurang-

kurangnyaS0(limapuluh)tahun,sertamempunyainiiaipeniingsejarah,ilmu

pengetahuan, dan kebudayaan, ternasuk nilai arsiteiciur dan teknologinya'

AYat (3)

Yangdimaksueimengubah,yaitukegiatanyangdapatmerusaknilaieagarbudaya

bangunangedungdanlataulingkunganyangharusdiiindungidandilestarlkan.

Perbaikan,pemugaran,danpemeliharaanbangunangedungdanlingkungan
yang harus dilindungi dan dilestarikan harus dilakukan dengan mempefiatikan

nilai sejarah dan keaslian bentuk serta pengamanannya sehingga dapat

dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya semula, atau dapat dimanfaatkan sesuai

dengan fungsinya semula, atau dapat dimanfaatkan sesuai dengan potensi



pengembanganlainyangcepatberdasarkankriteriayangditetapkanoleh

Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah' Ayat (4) dan ayat (5)

CukuP jelas.

Pasa! 5C

A.lvat (1) dan avai Q) CukuP jelas

Pasal 57

Ayat (1) ilukuP jeias

A"rat i2) . -!^_.
YangdimaksudatapyangmenyilaukanialahSeng,aluminiumdansejenisnya.

A.yat (3) dan aYat (4)

CukuP ielas

Pasal 58

Ayat (1)

Huruf a

Bangunan yang tidak laik fungsi dan

membahayakan keselamatan pemilik

gedung tersebut terus digunakan'

Dalam hal bangunan gedung dinyatakan tidak laik fungsi tetapi masih dapat

diperbaiki, penniiik dan/atau pengguna ciibenkan kesempatan untuk

nnemperbaikinya sampai dengan dinyatakan laik fungsi'

Dalam hai pemilik iiclak rnampu, untuk rumah tinggal apabila tidak laik fungsi dan

tidak dapat diperbaiki serta membahayakan keselamatan penghuni atau

iingkungan, bangunan tersebut harus cikosongkan' Apabila bangunan tersebut

membaha.vakankepentinganumum,peiaksanaanpembongkarannyadapat

dilakukan oteh Pemerintah Daerah'

Huruf b

yang dimaksud dapat menimbulkan bahaya aciarah ketika daram pernanfaatan

bangunangedungdan/ataulingkungannyadapatmembahayakankeselamatan

masYarakat dan lingkungan'

Huruf c

Termasuk dalam pengertian bangunan gedung yang ticiak sesuai peruntukannya

berdasarkan tata ruang wilayah Kabupaten, sehingga tidak dapat diproses izin

mendirikan bangunannya'

tidak dapat diperbaiki lagi berarti akan

dan/atau pengguna apabila bangunan



Ayat (2)

pemerintah Daerah menetapkan status bangunan gedung dapat dibongkar

setelah mendapat pengkajian teknis bangunan gedung yang dilaksanakan secara

profesional, independen dan objektif'

Ayat (3)

Dikecualikan bagi rumah tinggaltunggal, khususnya rumah intitumbuh dan

rumah sederhana sehat'

Kedalaman dan keluasan tingkatan pengkajian teknis sangat tergantung pada

kcmpleksitas dan fungsi bangunan gedung'

.eyat (4)

Rencana teknis pembongkaran bangunan gedung termasuk gambar-gambar

rencana, gambar detai!, rencana keda dan syarat-syarat pelaksanaan

pembongkaran, iadwal pelaksanaan, serta rencana pengamanan lingkungan'

Pelaksanaan pembongkaran yang memakai peratatan berat dan/abu bahan

peledak harus dilaksanakan oleh penyedia jasa pembongkaran bangunan

gedung yang telah mendapat sertifikat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

Ayat (5) CukuP jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Yang dimaksuti dengan izin keiayakan menggunakan bangunan adalah izin yang

dikeluarkan untuk menggunakan, setelah terhadap bangurran tersebut diiakukan

pengkaiian teknis dalam kelayakan fisiknya'

Ayat (2)

Yang dimaksud ciengan ketentuan lain pada ayat iniantara iain hal-halyang

disyaratkandalamizin-izindimaksuduntukdiiaksanakandari/ataudipenuhi,

Pasai 60

nyat (i) dan a.vat (2) CukuP jelas

Pasal 6t

Ayat (1) sampai dengan ayat (5) Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1) sampaidengan ayat (7) Cukup jelas



Pasal 63

Ayat (1) sampai dengan ayat (5) Cukup jelas

Pasal 64

CukuP ielas

Pasal 65

Ayat (1) sampai dengan ayat (8) Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1) sampai dengan ayat (5) eukup jelas

Pasal 67

Ayat (1) sampai dengan ayat (3) Gukup jelas

Pasal 68

CukuP ielas

Pasal 69

Ayat (1) sampai dengan ayat (4) Cukup jelas

Pasal 70

CukuP jelas

Pasal 71

Ayat (1) sampaidengan ayat (3) Cukup jelas

Pasal 72

Ayat (1) sampai dengan a,vat (3) Cukup jelas

Pasai 73

Ayat (ii sampai dengan ayat (3) Cukup jelas

Fasai 74

Ayat (1) sampai dengan ayat (3) Cukup jelas

Pasal 75

Ayat (1) dan dengan ayat (2) Cukup jelas



Pasal 76

Ayat (1) sampai dengan ayat (3) Cukup jeias

Pasa! 77

Ayat (1) dan dengan ayat (2) Cukup jelas

Pasal 78

Ayat (1) dan aYat (2) CukuP jelas

Pasai ?9

CukriP ieias

Pasal 80

Ayat (1) samPai ayatQ) CukuP jelas

Pasal 8l

CukuP jelas

Pasal 82

Ayat (1) dan aYat (2) CukuP jeias

Pasal 83

CukuP ielas

Pasa-l 84

CukuP Jelas

Pasal 85

Ayat (1) samPa! (3) CukuP jelas

Pasal 86

Ayat (1) sampai ayat (5) cukup jelas

Pasa! 87

Ayat (1) sampai ayat (3) cukup jelas

Pasal 88

Ayat il) dan aYai (2) cukuP jelas

Pasal 89

Ayat (1) dan aYat (2) cukuP jelas



Pasal 90

Ayat (1) CukuP ielas

AYat (2)

Bangunan gedung 'yang telah memiliki ltvlB sebelum disyahkan Perda ini' secara

berkala tetap harus rjinilai fungslnya sesuai ciengan ketentuan dalam Perda ini'

Bangunangeciungyangtelahmemiliki!},tBsebeiumdisahkanPerdaini,juga

harus didaftarkan bersamaan dengan kegiatan pendataan bangunan gedung

SecaraperiodikyangdilakukanciehPemeriniahDaerah,atauberdasarkan
prakarsa masYarakat sendiri'

BangunangeciungyangoeiummemilikilMBpadasaatdansetelah
diberlakukannya Perda ini, diwajibkan mengurus IMB melalui pengkajian kelaikan

fungsibangunangedungdanrnendapatkansertifikatlaikfungsi.

Pengkajian ltelaikan fungsi bangunan gedung dilakukan oleh pengkajiteknis dan

dapat bertahap sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi' dan budaya masyarakat

berdasarkan penetapan oleh Pemerintah Daerah'

Dalam halbelum terdapat pengkajiteknis dimaksud, pengkaiian teknis dilakukan

oleh Pemerintah Daerah'

Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan memberikan relltafan

serta pelayanan yang baik kepada masyaEkat yang akan mengurus [MB atau

sertifikat laik fungsi bangunan gedung'

AYat (3) dan aYat (4) cukuP ietas

Pasa! 9t

AYat cukuP Jelas

Pasal 92

Ayat cukuP Jelas
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